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ABSTRAK 
 

Arsita Aulia Sari, Nim 1830401016, Judul Skripsi “Analisis 

Implementasi Rescheduling Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 

(Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul 

Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatra Barat Cabang Bandar Buat)” Jurusan 

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Mahmud Yunus 

Batusangkar tahun Akademik 2022. 

Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu fluktuasi pembiayaan 

bermasalah yang melebihi ketentuan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan 

Usaha Kecil Dan Menengah No.35.2/Per/M.KUKM/X/2007 mengenai batas 

maksimal pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) bagi 

koperasi yaitu 8%. untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut pihak 

KSPPS melakukan kebijakan rescheduling. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan rescheduling dalam mengatasi dan 

menyelesaikan pembiayaan bermasalah sekaligus untuk mengetahui kendala-

kendala yang terjadi saat pelaksanaan rescheduling yang dilakukan oleh pihak 

KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat. 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (field 

research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendapatkan data-data 

dari permasalahan yang peneliti lakukan. Teknik pengumpulan data yang penulis 

lakukan adalah wawancara dan dokumentasi, kemudian diuraikan serta dilakukan 

klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang 

efektif.  

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan rescheduling pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang 

Bandar Buat dilakukan dengan cara mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal 

pembayaran dan jumlah angsuran. Proses rescheduling tetap memperhatikan 

kriteria karakter dan prospek usaha dari nasabah yang bersangkutan. Namun 

dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang menghambat 

pelaksanaan rescheduling yaitu karakter nasabah, prospek usaha nasabah, 

kelemahan pihak KSPPS dalam menganalisis dokumen serta kurangnya 

pengawasan dan monitoring pembiayaan terhadap usaha nasabah secara langsung. 

Ada juga kendala yang berasal di luar prediksi seperti bencana alam, kecelakaan 

dan Covid 19. Untuk mengatasi kendala tersebut dan untuk mencegah kerugian 

yang lebih besar maka langkah akhir yang ditempuh oleh KSPPS apabila nasabah 

sudah wanprestasi adalah eksekusi jaminan. 

 

Kata Kunci: Rescheduling, Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Ekonomi syariah mempunyai lingkup yang sangat luas, diantara 

permasalahan ekonomi yang paling menonjol dewasa ini adalah masalah 

keuangan berikut institusinya yang lazim dikenal dengan sebutan Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS). Berdirinya lembaga keuangan syariah ialah 

implementasi berasal pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip 

mu’amalah pada ekonomi Islam yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, 

kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (rahmatan lil „alamin). Fungsi 

utama lembaga keuangan ialah mempertemukan dua pihak atau lebih yaitu 

pihak yang membutuhkan dana (shahibul maal), dan pihak yang memiliki 

kelebihan dana (mudharib) (Soemitra, 2017, hal. 33). 

Perkembangan lembaga Keuangan Syariah (LKS) selama beberapa tahun 

ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. berbagai lembaga 

Keuangan Syariah (LKS) tersebut di Indonesia banyak beroperasi 

menggunakan sistem koperasi. Pada tahun 2004 dikenal dengan sistem 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) berdasarkan Keputusan Menteri 

Koperasi dan usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 

91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kemudian pada tahun 2015 dikenal dengan 

sistem Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan 

berdasarkan atas Peraturan Menteri Koperasi dan usaha kecil dan Menengah 

Republik Indonesia nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan 

kegiatan usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi 

(Hidayat, 2016, hal. 384). 

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) ialah 

koperasi yang kegiatan usahanya mencakup simpanan, pinjaman serta 

pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, 

serta wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 
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merupakan termasuk lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi 

menggunakan sistem syariah (Hidayat, 2016, hal. 385). 

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang 

kegiatannya menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian 

menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggotanya. Dalam menjalankan 

kegiatannya koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap 

anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut, kemudian 

dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi untuk dipinjamkan 

kembali kepada anggota dalam bentuk pembiayaan.  

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu 

pihak lain untuk mendukung investasi. Menurut Undang-undang Nomor 21 

Tahun 2008 pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan 

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi 

hasil (Madjid, 2018, hal. 97-98). 

Produk-produk penyaluran dana yang ada di KSPPS BTM Sumatra Barat 

Cabang Bandar Buat adalah pembiayaan Murabahah, Ba‟i Bitsaman Ajil serta 

pembiayaan Ijarah. Pembiayaan Ba‟i Bitsaman Ajil merupakan pembiayaan 

yang paling diminati dengan jumlah nasabah sebanyak 362 orang. Pembiayaan 

Murabahah dengan 24 nasabah. Sedangkan untuk pembiayaan Ijarah belum 

ada nasabah yang melakukan pembiayaan dengan akad tersebut (Diana Eka 

Putri, Wawancara Pimpinan Cabang Ban dar Buat, Senin, 18 Oktober 2021, 

15.00 WIB). 

Kehadiran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di 

Bandar Buat diharapkan mampu mensejahterakan dan meningkatkan 

pendapatan masyarakat khususnya umat muslim melalui fasilitas pembiayaan 

atau permodalan untuk mengembangkan usaha golongan ekonomi lemah. 

Akan tetapi, dalam melakukan penyaluran dana kepada nasabah berupa 

fasilitas pembiayaan, tentunya tidak terlepas dari risiko pembiayaan 
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bermasalah yaitu nasabah tidak mampu membayar kewajibannya setelah jatuh 

tempo. 

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan di mana nasabah 

sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada 

bank seperti yang telah diperjanjikan sehingga akan berakibat pada kerugian 

bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah 

disalurkan maupun pendapatan yang tidak dapat diterima. 

KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat merupakan lembaga 

keuangan syariah yang tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah. Tabel 

1.1 menunjukkan kondisi pembiayaan bermasalah pada KSPPS BTM Sumatra 

Barat Cabang Bandar Buat periode tahun 2017- 2021.  

Tabel 1.1 

Data Jumlah Pembiayaan dan Pembiayaan Bermasalah KSSPS BTM 

Sumatra Barat Cabang Bandar Buat Tahun 2017-2021 

Tahun 
Pembiayaan 

(Dalam Rupiah) 

Pembiayaan 

Bermasalah (Dalam 

Rupiah) 

NPF Rescheduling 

2017 2.593.079.222 209.086.379 8,06% 27 

2018 2.169.848.664 359.330.748 16,56% 37 

2019 2.321.738.070 252.466.644 9,86% 34 

2020 2.878.603.780 489.962.838 17,02% 41 

2021 2.601.309.777 473.271.753 18,19% 38 

Sumber: Laporan Keuangan KSPPS BTM Sumbar Cabang Bandar Buat 

 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah pembiayaan 

yang disalurkan oleh KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat 

mengalami fluktuasi, namun penyalurannya berada di atas 2 Miliar setiap 

tahunnya. Untuk pembiayaan bermasalah pada KSPPS BTM Sumatra Barat 

Cabang Bandar Buat juga mengalami fluktuasi. Fluktuasi pembiayaan 

bermasalah yang terjadi mengalami naik turun dengan signifikan bahkan 

melanggar ketentuan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan 

Menengah No.35.2 /Per/M.KUKM/X/2007 mengenai batas maksimal 

pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) bagi koperasi 
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yaitu 8% (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan 

Menengah, p. No.35.2/Per/M.KUKM/X/2007). 

Non Performing Financing (NPF) adalah tingkat pengembalian 

pembiayaan yang diberikan deposan kepada bank, dengan kata lain NPF 

merupakan tingkat pembiayaan macet pada bank tersebut yang berarti 

pembiayaan dapat dikategorikan dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan 

dan macet. Non Performing Financing (NPF) bertujuan untuk mengukur 

tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank atau lembaga 

keuangan. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank 

syariah atau lembaga keuangan semakin buruk. Non Performing Financing 

(NPF) pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat pada tahun 2018 

mengalami kenaikan yang signifikan dibanding tahun 2017, yaitu dari 8,06% 

menjadi 16,56%. Pada tahun 2019 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2018, 

namun angkanya masih melebihi dari 8% sesuai Peraturan Menteri Negara 

KUKM. Pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan, yaitu sebesar 17,02% 

dan pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 18,19% di mana 

tingkat pembiayaan bermasalah Non Performing Financing (NPF) nya 

melebihi angka 8% dan menyebabkan pembiayaan tersebut dikategorikan 

sebagai pembiayaan yang tidak sehat.  

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada KSPPS BTM Sumatra 

Barat Cabang Bandar Buat ini disebabkan oleh faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal yaitu karena kesalahan pihak KSPPS itu sendiri yang 

kurang pemahaman terhadap bisnis nasabah pembiayaan tersebut. dan juga 

faktor eksternal yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan yang terjadi karena 

ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Di mana nasabah 

sudah tidak mampu membayar cicilan dikarenakan beberapa faktor antara lain, 

usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami kemerosotan dan tidak lagi 

berjalan dengan baik seperti pada saat awal nasabah melakukan peminjaman, 

nasabah juga melakukan manipulasi data dan berbohong kepada pihak bank. 

Pembiayaan yang sering bermasalah pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang 

Bandar Buat adalah pembiayaan Ba‟i Bitsaman Ajil (Diana Eka Putri, 
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Wawancara Pimpinan Cabang Bandar Buat, Senin, 18 Oktober 2021, 15.00 

WIB). 

Akibat dari peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah tersebut terjadi 

penurunan pendapatan dan laba bersih pada KSPPS BTM Sumatra Barat 

Cabang Bandar Buat. 

Tabel 1.2 

Data Pendapatan dan Laba Bersih KSPPS BTM Sumatra Barat  

Cabang Bandar Buat Tahun 2017-2021 

Tahun Pendapatan Laba Bersih 

2017 861.545.977 311.744.024 

2018 711.683.103 197.978.439 

2019 696.773.405 206.118.495 

2020 617.124.467 150.143.780 

2021 526.567.323 122.774.280 

Sumber: Laporan Keuangan KSPPS BTM Sumbar Cabang Bandar Buat 

 

Tabel 1.2 tersebut menunjukan penurunan pendapatan selama 5 tahun 

terakhir pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat periode tahun 

2017- 2021. Sedangkan laba bersih pada tahun 2018 mengalami penurunan 

dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2019 laba bersih mengalami peningkatan 

dibandingkan tahun 2018 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 

dan tahun 2021 terakhir. 

Langkah yang diambil oleh KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang 

Bandar Buat untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dan untuk 

meminimalisir terjadinya kerugian yakni dengan melakukan rescheduling 

terhadap nasabah tersebut. Rescheduling (penjadwalan kembali) adalah 

perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. 

Upaya untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah tersebut sesuai dengan 

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 

35.2/Per/M.KUM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, 

penjadwalan ulang (rescheduling) dilakukan dengan mengubah jangka waktu 

jatuh tempo pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan) tanpa mengubah 
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sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada koperasi syariah 

(Permenkop Nomor 35.2/Per/M.KUM/X/2007). 

Selain memberi manfaat bagi KSPPS, pelaksanaan rescheduling 

juga dapat membantu nasabah. Dengan memperkecil jumlah angsuran dan 

memperpanjang waktu pembiayaan tentu sangat membantu nasabah yang 

memang benar-benar belum mampu membayar cicilan kepada KSPPS. Hal ini 

telah sesuai dengan ajaran agama Islam, bahwa jika seseorang yang 

mempunyai hutang dan dalam kesusahan maka kewajiban orang yang memberi 

hutang untuk menunggu sampai ia mampu kembali. Akan tetapi, tidak semua 

nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah akan mendapatkan proses 

rescheduling, hanya nasabah yang memenuhi kriteria yang dapat dilakukan 

proses rescheduling tersebut. 

Berdasarkan uraian data di atas, maka penulis bermaksud untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Analisis Implementasi 

Rescheduling dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada 

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Tamwil 

Muhammadiyah (BTM) Sumatra Barat Cabang Bandar Buat )” 

B. Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini dibatasi agar 

pembahasannya lebih fokus dan terarah serta tidak menyimpang dari tujuan 

yang diinginkan. Pembatasan masalah ini dilakukan untuk lebih fokus 

penelitian pada suatu masalah yaitu mengenai implementasi rescheduling 

dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BTM Sumatra Barat 

Cabang Bandar Buat. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus masalah yang penulis paparkan sebelumnya, yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah implementasi rescheduling dalam penyelesaian pembiayaan 

bermasalah pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat? 
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2. Bagaimanakah kendala implementasi rescheduling dalam penyelesaian 

pembiayaan bermasalah pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar 

Buat? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan sebelumnya, yang 

menjadi tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi rescheduling dalam 

penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BTM Sumatra Barat 

Cabang Bandar Buat. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis kendala implementasi rescheduling 

dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BTM Sumatra 

Barat Cabang Bandar Buat. 

E. Manfaat dan Luaran Penelitian 

1. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Manfaat teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah 

pemahaman mengenai cara menganalisis dan memecahkan suatu 

masalah melalui teori yang telah didapat di bangku perkuliahan. 

2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

referensi serta menjadi sumber informasi dan bahan perbandingan 

untuk penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

1) Pihak akademik, hasil penelitian ini agar dapat menambah 

pengetahuan mengenai analisis implementasi rescheduling dalam 

penyelesaian pembiayaan bermasalah (Studi Pada KSPPS BTM 

Sumatra Barat Cabang Bandar Buat). 

2) Lembaga keuangan Syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan masukan dan informasi mengenai 
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implementasi rescheduling dalam penyelesaian pembiayaan 

bermasalah. 

2. Luaran Penelitian 

Diharapakan menjadi bahan ilmiah di Perpustakaan IAIN 

Batusangkar dan diterbitkan pada jurnal ilmiah. 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional yakni mendefinisikan variabel secara operasional 

berdasarkan karakteristik yang diamati peneliti. Maka untuk menghindari 

keragu-raguan dalam penafsiran yang berbeda, penulis perlu memberikan 

penegasan istilah atau pengertian pada judul skripsi ini sebagai berikut: 

1. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau 

pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam 

keputusan kebijakan (Mulyadi, 2015, hal. 45). Implementasi yang peneliti 

maksud adalah pelaksanaan rescheduling yang dilakukan pihak KSPPS 

BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat untuk mengatasi pembiayaan 

bermasalah. 

2. Rescheduling (penjadwalan kembali) yaitu upaya untuk menangani 

pembiayaan bermasalah dengan melakukan penjadwalan kembali jangka 

waktu beserta angsurannya (Sudarto, 2020, hal. 103). Pelaksanaan 

rescheduling yang peneliti maksud adalah proses atau cara yang dilakukan 

untuk mendapatkan keputusan terhadap pembiayaan bermasalah bagi 

debitur yang mempunyai itikad baik, tetapi tidak memiliki kemampuan 

untuk membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang telah diperjanjikan. 

3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah suatu upaya, cara atau 

tindakan untuk mengatasi permasalahan pembiayaan dan mengambil 

kembali pembiayaan debitur dengan kategori bermasalah dan jatuh tempo. 

Penyelamatan pembiayaan bermasalah merupakan istilah teknis yang 

digunakan dikalangan dunia perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah 

yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan 
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yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik 

(Madjid, 2018, hal. 103-104).  

 

Jadi, maksud dari keseluruhan judul penulis adalah proses atau cara 

yang dilakukan kreditur terhadap pembiayaan yang berada dalam kateori 

kurang lancar, diragukan dan macet dan masih mempunyai itikad baik untuk 

mendapatkan keputusan perubahan jadwal kewajibannya sebagai upaya 

penyelamatan/penyelesaian pembiayaan bermasalah sebelum pihak kreditur 

mengambil alih barang agunan sebagai solusi akhir dari penyelesaian 

pembiayaan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 

a. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah KSPPS 

Menurut etimologis, koperasi berasal dari bahasa latin, yaitu 

“Coopere”, dalam bahasa Inggris “Cooperation”. Kata “Co” berarti 

bersama dan “Operation” berarti bekerja. Maka “Cooperation” dapat 

memiliki arti bekerja sama atau berusaha bersama-sama. Kerjasama 

tersebut dapat dimaknai menjadi kegiatan yang dilakukan oleh beberapa 

orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Koperasi 

merupakan suatu perkumpulan yang bentuk oleh anggota yang tujuan 

pendiriannya untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga 

relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama 

(Suryokumoro, 2020, hal. 6).  

Koperasi merupakan perkumpulan orang-orang yang mempunyai 

tujuan atau kepentingan bersama. Koperasi merupakan bentukan dari 

sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah 

yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pendirian 

koperasi ini berdasarkan gotong royong khususnya untuk membantu para 

anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun 

pinjaman uang. Koperasi yang dapat dikategorikan sebagai lembaga 

pembiayaan adalah koperasi simpan pinjam. 

Koperasi simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan dikarenakan 

usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam adalah usaha 

pembiayaan, yaitu penghimpun dana dari anggotanya yang kemudian 

menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau 

masyarakat umum, yang tujuannya untuk mencegah para anggotanya 

terjerat oleh lintah darat (Ajija, 2020, hal. 42). 

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 

sebelumnya disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) 
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merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang 

pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). 

Sedangkan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan sistem 

intermediasi keuangan ditingkat mikro yang didalamnya terdapat Baitul 

Maal dan Baitul Tamwil yang dalam operasionalnya dijalankan dengan 

menerapkan prinsip- prinsip syariah. 

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) terlahir 

dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro 

syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kegiatan KSPPS dalam 

melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu 

sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi 

sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF 

(zakat, infaq, Sodaqah, wakaf (Hasanah, 2021, hal. 1842). 

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, 

yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan 

orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan 

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan 

ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang 

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian. 

b. Dasar Hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 

(KSPPS) 

KSPPS merupakan lembaga yang terlahir dari BMT, maka sebelum 

dikeluarkannya dasar hukum untuk KSPPS telah diterbitkan terlebih 

dahulu dasar hukum untuk BMT. 

Pendirian BMT di Indonesia di keluarkannya kebijakan pemerintah 

berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, di mana perbankan 

mempunyai prinsip bagi hasil yang diakui. Dalam UU tersebut pada pasal 

13 menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat 

menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil 
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sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah 

(PP) No. 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan 

diundangkan pada 30 oktober 1992 dalam lembaran Negara Republik 

Indonesia No. 119 tahun 1992. Oleh karena itu, maka dibangunlah 

lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut Baitul Maal wat Tamwil 

(BMT) di berbagai wilayah, peran BMT dalam memberikan kontribusi 

pada gerak roda ekonomi dan oleh karena itu BMT-BMT pun tumbuh 

subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut (Imaniyati, 2010, hal. 3). 

Selanjutnya dasar hukum berdirinya KSPPS yaitu dengan 

berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah telah ada implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibidang Perkoperasian. Selain 

itu berlakunya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU 

No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan 

penyesuaian Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha 

jasa keuangan syariah. Implikasi tersebut kemudian diakomodir dalam 

Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015. Perkoperasian dengan 

menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan 

Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti 

menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh 

Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi 

menjadi KSPPS/USPPS Koperasi. (Permenkop dan UKM, p. 

No.16/2015) 

Dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok 

perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut, 

(UU No. 25 Tahun 1992): 

1) Landasan Idiil, yaitu pancasila 

2) Landasan Struktural, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 

3) Landasan Koperasi menurut Al-Quran, yaitu: 
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a) Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 2 

ثِْْ وَالْعُدْوَانِ  وَ ۖ  وَلََ تَ عَاوَنُ وْا عَلَى الَِْ وَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۖ  وَات َّقُوا اللّّٰ اِنَّ اللّّٰ  

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong 

dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah 

kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-

Nya.” (Alquran dan Terjemahan: Al- Maidah ayat 2). 

 

b) Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 208 

لْمِ ۖ  يّٰ  يْطّٰنِ ۖ  كَافَّۤةً   ايَ ُّهَا الَّذِيْنَ اّٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِِ السِّ تِ الشَّ انَِّو  ۖ  وَّلََ تَ تَّبِعُوْا خُطوُّٰ
بِيٌْ لَ  كُمْ عَدُوٌّ مُّ  

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam 

Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti 

langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata 

bagimu”. (Alquran dan Terjemahan: Al-Baqarah ayat 

208). 

 

4) Asas koperasi adalah Kekeluargaan. 

c. Tujuan dan Fungsi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 

(KSPPS) 

Berdasarkan keterangan UU Nomor 25 Tahun 1992, KSPPS 

bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya serta ikut membina tatanan perekonomian 

nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, dan makmur 

menurut pancasila dan UUD 1945 (UU No. 25 Tahun 1992). 

1) Tujuan KSPPS adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan 

kesejahteraan masyarakat serta membina perekonomian Indonesia 

menurut prinsip-prinsip Islam. 

Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25/1992, 

yang berbunyi: “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan 

anggota pada khususnya dan masyarkat pada umumnya serta ikut 

membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan 
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pancasila dan UUD 1945”. Berdasarkan pasal tersebut, tujuan 

koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu: 

a) Memajukan kesejahteraan anggota. 

b) Memajukan kesejahteraan masyarakat. 

c) Membangun tatanan perekonomian nasional. 

2) Fungsi KSPPS sebagai berikut: 

a) Membangun dan mengembangkan kemampuan anggota pada 

khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan 

kesejahteraan sosial ekonominya. 

b) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi 

lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen 

(istiqomah) di dalam menerapkan prinsip- prinsip ekonomi Islam 

dan prinsip- prinsip syariah Islam. 

c) Berusaha untuk mewujudkan serta mengembangkan 

perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama 

berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 

d) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja. 

e) Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota  

(Sofianitriani, 2014, hal. 137). 

d. Produk-Produk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 

(KSPPS) 

1) Simpanan (Funding) 

Menurut prinsipnya, simpanan dibedakan menjadi dua, yaitu: 

Tabungan dengan prinsib wadiah tabungan prinsip mudharabah. 

Tabungan dengan prinsip wadiah adalah akad dengan skema 

penitipan, yaitu nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan 

amanah kepada Lembaga Keuangan Syariah yang harus dijaga dan 

dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak nasabah. Sedangkan 

tabungan dengan  mudharabah adalah penempatan dana dalam bentuk 

tabungan dengan sistem bagi hasil (mudharabah) Lembaga Keuangan 
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Syariah akan mengelola dana tersebut dan memberikan imbalan sesuai 

dengan kinerja dan porsi bagi hasil (nisbah) yang diperjanjikan. 

2) Pembiayaan (Financing) 

Berdasarkan manfaatnya, pembiayaan dipecah menjadi dua, 

yaitu: pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan 

produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, 

baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan 

konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar 

usaha dan umumnya bersifat perorangan atau pembiayaan yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Ismail, 2011, hal. 89-90). 

2. Pembiayaan 

a. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh 

suatu pihak lain untuk mendukung investasi. Pembiayaan merupakan 

aktivitas penyaluran dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan 

prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan 

pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna 

dana (Ismail, 2011, hal. 83). 

Pembiayaan menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 

pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan bagi hasil (UU 21 Tahun 2008). 

UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab 1 Pasal 1 

ayat 25 menjelaskan Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan 

yang dipersamakan dengan itu berupa: 

1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 
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2) Transaksi sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik. 

3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan 

isthisna. 

4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard. 

5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank 

Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan 

pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk 

mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan ujroh, tanpa imbalan,atau bagi hasil (UU 21 Tahun 2008). 

Pembiayaan secara luas, berarti financing atau pembelanjaan, yaitu 

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. 

Secara sempit pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun 

pasif yang dilakukan oleh lembaga keuangan pembiayaan kepada 

nasabah. 

Pengertian pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), berarti 

lembaga pembiayaan selaku shahibul maal menaruh kepercayaan kepada 

seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut 

harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan 

syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah 

pihak. 

Penyaluran dana dalam KSPPS adalah transaksi penyediaan dana 

kepada anggota atau calon anggota yang tidak bertentangan dengan 

syariah, juga tidak termasuk jenis penyaluran dana yang dilarang secara 

hukum positif. 

b. Prinsip-Prinsip Pembiayaan 

Prinsip pembiayaan dapat dianalisis dengan 5 C, yaitu sebagai 

berikut (Rosyadi, 2017, hal. 42-43): 

1) Character (watak) 
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Bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemampuan 

membayar dari pemohon, mencakup perilaku pemohon, sikap sebelum 

dan selama permohonan pembiayaan diajukan. Pemohon pembiayaan 

yang berperilaku selalu mendesak pencairan pembiayaan dengan 

disertai janji-janji pemberian hadiah pada umumnya diragukan 

kemauannya dalam mengembalikan/melunasi pembiayaan. 

2) Capacity (kemampuan) 

Dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan 

mengembalikan pembiayaan dari usaha yang dibiayai, mencakup 

aspek manajemen (kemampuan mengelola usaha), aspek produksi 

(kemampuan berproduksi secara berkesinambungan), aspek 

pemasaran (kemampuan memasarkan hasil usaha), aspek finansial 

(kemampuan menghasikan keuntungan). 

3) Capital (modal) 

Bertujuan untuk mengukur kemampuan pemohon dalam 

menyediakan modal sendiri, yang mencakup: besar dan komposisi 

modal, perkembangan keuntungan usaha selama tiga periode 

sebelumnya. 

4) Condition (prospek usaha) 

Bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu 

usaha yang akan dibiayai, yang meliputi siklus usaha mulai dari bahan 

baku (pemasok), pengolahan, dan pemasaran (pembeli). Dalam 

pemasaran tersebut harus diperhatikan pula kondisi persaingan dari 

usaha yang bersangkutan, barang substitusi yang beredar di pasar, 

potensi calon pesaing, dan peraturan pemerintah. 

5) Collateral (agunan) 

Bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai agunan yang dapat 

dipergunakan sebagai alat pengaman bagi BMT dalam setiap 

pemberian pembiayaan (Rosyadi, 2017, hal. 43) 
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Prinsip-Prinsip Pembiayaan Islam 

Untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma 

Islam, lima segi religius, yang berkedudukan dengan literatur, harus 

diterapkan dalam perilaku investasi. Lima segi tersebut adalah 

(Sudarto, 2020, hal. 101): 

1) Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga.  

2) Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat. 

3) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan 

sistem nilai islam (haram). 

4) Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan maysir (judi) dan 

gharar ( ketidakpastian).  

5) Penyediaan tafakul (Asuransi Islam) 

c. Tujuan Pembiayaan 

Menurut Muhammad, Pembiayaan yang dikeluarkan Lembaga 

Keuangan Syariah mempunyai beberapa tujuan, yakni (Ismail, 2011, hal. 

87-89): 

1) Bagi Pemilik uang, berharap supaya mendapatkan hasil dari dana yang 

sudah ditanamkan ke Lembaga Keuangan Syariah. 

2) Pegawai juga mengharapkan untuk mendapatkan penghasilan yang 

pantas dari Lembaga keuangan syariah yang dikelolanya, atau tempat 

mereka kerja. 

3) Masyarakat 

a) Pemilik dana sebagai pemilik secara otomatis mengharapkan bagi 

hasil atas dana yang sudah di investasikan melalui Lembaga 

Keuangan Syariah. 

b) Debitur yang bersangkutan dengan tersedianya dana yang tersedia 

maka akan membantu untuk menjalankan usahanya. 

c) Masyarakat atau konsumen masyarakat akan lebih mudah untuk 

mendapatkan barang-barang yang mereka inginkan dengan mudah. 

4) Pemerintah 
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Dengan adanya pembiayaan ini maka negara akan terbantu untuk 

melakukan pembangunan dari berbagai sektor, dan pemerintah juga 

akan mendapatkan pajak penghasilan yang sudah diperoleh Lembaga 

Keuangan Syariah. 

5) Lembaga Keuangan Syariah 

Dengan adanya pembiayaan ini diharapkan Lembaga Keuangan 

Syariah mampu melanjutkan usahanya di bidang jasa, terutama dalam 

jasa keuangan dan dapat membantu masyarakat untuk memudahkan 

dalam menjalankan usaha atau untuk membuka usaha (Ismail, 2011, 

hal. 89): 

d. Jenis-Jenis Pembiayaan 

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 

empat, yaitu (Karim, 2010, hal. 234): 

1) Pembiayaan produktif 

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk 

peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun 

investasi. 

2) Pembiayaan modal kerja 

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi 

kebutuhan: 

a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil 

produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau 

mutu hasil produksi. 

b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari 

suatu barang. 

Secara umum yang dimaksud pembiayaan modal kerja (PMK) 

adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan 

untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan 

prinsip-prinsip syariah. Unsur-unsur modal kerja terdiri dari 

komponen-komponen alat likuid (cash), piutang dagang (receivable), 
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dan persediaan (inventory) yang umumnya terdiri dari persediaan 

bahan baku (raw material), persediaan barang dalam proses (work in 

process), dan persediaan barang jadi (finished goods). Oleh karena itu, 

pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari 

pembiayaan likuiditas (cash financing), pembiayaan piutang 

(receivable financing), dan pembiayaan persediaan (inventory 

financing) (Karim, 2010, hal. 234). 

3) Pembiayaan investasi 

Pembiayaan Investasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat 

kaitannya dengan itu. Investasi adalah kegiatan pengikutsertaan dana 

dalam suatu kegiatan ekonomi dengan maksud untuk memperoleh 

manfaat atau keuntungan dikemudian hari. Pembiayaan Investasi 

merupakan pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk 

pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk: 

a) Pendirian proyek baru, yakni pendirian atau pembangunan 

proyek/pabrik dalam rangka usaha baru 

b) Rehabilitasi, yakni penggantian mesin/peralatan lama dengan 

mesin atau peralatan baru yang lebih modern 

c) Ekspansi, yaitu penambahan peralatan/mesin baru di samping yang 

telah ada dalam rangka peningkatan kegiatan usaha 

d) Relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan lokasi proyek 

atau pabrik secara keseluruhan ketempat yang lebih baik dan lebih 

menguntungkan (Karim, 2010, hal. 234). 

Akad yang digunakan untuk pembiayaan investasi syariah dapat 

berupa: 

a) Pembiayaan investasi Murabahah 

b) Pembiayaan investasi Ijarah Muntahia Bit Tamlik 

c) Pembiayaan investasi Salam 

d) Pembiayaan investasi Istishna‟ 
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Dalam menetapkan akad pembiayaan investasi syariah, langkah-

langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 

a) Mengidentifikasikan apakah pembiayaan investasi tersebut untuk 

barang-barang yang termasuk ready stock atau goods in proces. 

b) Jika ready stock yang harus diperhatikan apakah barang tersebut 

sensitive dengan tax issues atau tidak. Jika sensitif maka 

pembiayaan yang dilakukan adalah ijarah muntahia bit tamlik, jika 

tidak maka yang digunakan pembiayaan murabahah. 

c) Jika barang investasi tersebut termasuk goods in proces, harus 

dilihat apakah proses barang tersebut memerlukan waktu kurang 

dari 6 bulan atau lebih. Jika kurang dari 6 bulan pembiayaan yang 

diberikan menggunakan akad salam, jika melebihi 6 bulan 

pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan istishna’ (Ismail, 

2011, hal. 89):. 

4) Pembiayaan konsumtif 

Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan 

untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan atau 

pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, 

yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut 

jenis akadnya dalam produk pembiayaan di lembaga keuangan 

syariah, pembiayaan konsumtif dibagi dalam lima bagian yaitu: 

a) Pembiayaan konsumen akad Murabahah 

b) Pembiayaan konsumen akad Ijarah muntahia bit tamlik (IMBT) 

c) Pembiayaan konsumen akad Ijarah 

d) Pembiayaan konsumen akad Istishna‟  

e) Pembiayaan konsumen akad Qard dan ijarah 

Untuk menentukan jenis akad yang akan digunakan dalam 

pembiayaan konsumtif, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah: 

a) Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah 

untuk kebutuhan konsumtif semata, maka harus dilihat apakah 

pembiayaan tersebut untuk pembelian barang atau pengadaan jasa. 
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b) Untuk pembelian barang, jika barang tersebut bersifat ready stock 

digunakan akad pembiayaan murabahah. Jika barang tersebut 

termasuk bersifat goods in proces harus dilihat berapa lama waktu 

yang diperlukan untuk prosesnya, jika kurang dari 6 bulan maka 

digunakan akad pembiayaan salam. Jika waktu yang diperlukan 

lebih dari 6 bulan maka digunakan akad pembiayaan istishna’. 

c) Pembiayaan konsumtif yang dibutuhkan nasabah dalam bidang jasa 

digunakan akad ijarah (Arivin, 2010, hal. 720). 

3. Pembiayaan Bermasalah 

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya 

berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan 

bermasalah akan berakibat pada kerugian kreditur yaitu kerugian karena 

tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun 

pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Artinya, kreditur 

kehilangan kesempatan mendapat bunga yang berakibat pada penurunan 

secara total (Madjid, 2018, hal. 98). 

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh 

kreditur tetapi debitur tidak dapat melakukan pembayaran atau 

memberikan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati 

oleh kreditur dan debitur. Risiko yang terjadi adalah debitur tidak 

memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan 

(Sudarto, 2020, hal. 104) 

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang pasti 

dihadapi oleh setiap lembaga keuangan karena risiko ini sering juga 

disebut dengan risiko pembiayaan. Robert Tampubolon menjelaskan 

bahwa risiko kredit adalah eksposur yang timbul sebagai akibat 

kegagalan pihak lawan (counterparty) memenuhi kewajibannya. Disatu 

sisi risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional lembaga 

keuangan seperti penyaluran pinjaman, kegiatan tresuri dan investasi, 
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dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku 

lembaga keuangan. 

Disisi lain risiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur 

yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa 

ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian 

atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. 

Dalam hal ini yang menjadi perhatian lembaga keuangan bukan hanya 

kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit termasuk collateral 

tetapi juga karakter dari debitur. 

Hubungan hukum antara nasabah dan lembaga keuangan syariah 

akan berjalan dengan baik dan lancar jika para pihak mentaati apa yang 

telah mereka sepakati dalam akad yang mereka buat. Namun jika salah 

satu pihak lalai atau melakukan kesalahan dalam pemenuhan 

kewajibannya maka pelaksanaan akad akan mengalami hambatan atau 

permasalahan atau bahkan dimungkinkan mengalami kemacetan 

(Wardiantika, 2014) 

b. Kategori Pembiayaan Bermasalah 

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 

No.31/147/KEP/DIR kategori pembiayaan bermasalah dikelompokkan 

menjadi tiga yaitu: 

1) Kurang lancar, adalah apabila terdapat tunggakan pembayaran 

angsuran pokok dan margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh 

hari) sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, pada kondisi ini 

hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan 

debitur tidak dapat diyakini oleh bank. 

Dikatakan kurang lancar memenuhi kriteria antara lain: 

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah 

melampaui 90 hari. 

b) Sering terjadi cerukan. 

c) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 

90 hari. 
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d) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah. 

e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur. 

f) Dokumen pinjaman yang lemah (Usman, 2003, hal. 253): 

2) Diragukan, adalah apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran 

pokok dan margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) 

hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, pada kondisi ini 

hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi 

keuangan debitur tidak dapat dipercaya. 

Dikatakan diragukan memenuhi kriteria antara lain: 

a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang 

telah lebih melampaui 180 hari. 

b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen. 

c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari. 

d) Terjadi kapitalisasi bunga. 

e) Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan 

maupun peningkatan jaminan (Djamil, 2012, hal. 66) 

3) Macet, adalah adalah apabila terdapat tunggakan pembayaran 

angsuran pokok dan margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh 

puluh) hari atau lebih, bank akan mengalami kerugian atas 

pembiayaan macet tersebut. 

Dikatakan macet memenuhi kriteria antara lain: 

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah 

melampaui 270 hari. 

b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. 

c) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan 

pada nilai yang wajar (Usman, 2003, hal. 258) 

c. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah 

Ada beberapa hal dapat menyebabkan kegagalan pembiayaan 

antara lain sebagai berikut (Sitti Saleha, 2018, hal. 102): 

1) Faktor internal 
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Ada beberapa faktor internal bank yang dapat menyebabkan 

pembiayaan bermasalah antara lain: 

a) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memperbaiki apa yang 

akan terjadi. Misalnya kredit yang diberikan tidak sesuai dengan 

kebutuhan sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran 

yang melebihi kemampuan. 

b) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan 

nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya 

diberikan. Misalnya bank melakukan overtaksasi terhadap nilai 

agunan. 

c) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha 

debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan 

akurat. 

d) Investigasi awal dan analisa pembiayaan tidak dilaksanakan secara 

mendalam, keputusan pemberian pembiayaan tidak didasarkan 

pada pertimbangan yang tepat. 

e) Analisa pembiayaan dilakukan secara sembarangan (hanya untuk 

mengejar target). 

f) Mental pejabat/staf lembaga keuangan lemah dan tidak mengusai 

rencana proyek yang akan dibiayai. 

g) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit 

debitur (Sitti Saleha, 2018, hal. 102). 

2) Faktor Eksternal 

a) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah, yaitu nasabah 

sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, 

karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi 

kewajibannya. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan 

menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan 

penggunaannya.  

b) Unsur ketidaksengajaan yaitu debitur mau melakukan kewajiban 

sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat 
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terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran. Perusahaan 

tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan 

menurun dan perusahaan rugi. Bencana alam yang dapat 

menyebabkan kerugian terhadap debitur (Wangsawidjaja, 2012, 

Hal. 92-94). 

d. Dampak Pembiayaan Bermasalah 

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif 

baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (sistem 

perbankan dan perekonomian Negara. Dampak dari pembiayaan 

bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada:  

1) Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun. 

2) Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya 

Lembaga Keuangan Syariah tidak dapat melakukan ekspansi 

pembiayaan. 

3) CAR dan tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah menurun.  

4) Menurunnya reputasi lembaga keuangan syariah berakibat investor 

tidak berminat terhadap lembaga keuangan syariah dan dapat 

membahayakan sistem perbankan maka izin usaha lembaga keuangan 

syariah dapat dicabut menanamkan modalnya atau berkurangnya 

investor atau berpindahnya investor. 

5) Dari aspek moral, lembaga keuangan syariah telah bertindak tidak 

hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga lembaga keuangan syariah 

tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah 

menempatkan dananya. 

6) Meningkatnya biaya operasional untuk penagihan. 

7) Meningkatkan biaya operasional jika berbicara secara litigasi, dan jika 

pembiayaan bermasalah yang dihadapi (Sudarto, 2020, hal. 104). 

e. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan 

berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan, berdasarkan Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 13/PBI/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan 
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Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi 

Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu 

nasabah agar menyelesaikan kewajibannya, antara lain: 

1) Penjadwalan kembali (rescheduling) 

Penjadwalan kembali (rescheduling) adalah upaya yang 

dilakukan bank untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan 

membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan 

kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi memiliki 

kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran 

margin dengan jadwal yang telah diperpanjang. Penjadwalan kembali 

dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali 

kewajibannya (Turmudi, 2016, hal. 102) 

2) Reconditioning 

Reconditioning yaitu upaya bank dalam menyelamatkan 

pembiayaan dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang 

telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan 

persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang 

dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan 

perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa debitur dapat 

menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas (Turmudi, 2016, 

hal. 103) 

3) Restructuring 

Restructuring adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam 

menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah 

struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit 

(Wangsawidjaja, 2012, hal. 449) 

4) Kombinasi 

Kombinasi yaitu upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah 

yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara kombinasi antara lain 

(Turmudi, 2016, hal. 104): 

a) Rescheduling dan restructuring 
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b) Rescheduling dan reconditioning 

c) Restructuring dan reconditioning 

d) Rescheduling, restructuring, dan reconditioning 

5) Penyelesaian Melalui Jaminan 

Penyelesaian melalui jaminan merupakan penyelesaian 

pembiayaan melalui penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan 

dalam rangka pelunasan utang. Penyelesaian melalui jaminan 

dilakukan terhadap pembiayaan yang memang benar-benar menurut 

bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau 

usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk 

dikembangkan.  

Jenis agunan yang dapat diakui sebagai jaminan pembiayaan 

adalah Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa 

efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara 

gadai, tanah, rumah tinggal dan gedung yang diikat dengan hak 

tanggungan. 

Lembaga keuangan syariah (LKS) dapat melakukan 

penyelesaian pembiayaan bermasalah bagi nasabah yang tidak bisa 

menyelesaikan/melunasi pembiayaannya dengan ketentuan obyek atau 

jaminan lainnya dijual oleh nasabah atau melalui LKS dengan harga 

pasar yang disepakati, nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS 

dari hasil penjualan, apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka 

LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah, apabila hasil penjualan 

lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang 

nasabah, serta apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, 

maka LKS dapat membebaskannya (Turmudi, 2016, hal. 104):. 

4. Rescheduling 

a. Pengertian Rescheduling 

Rescheduling adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban 

nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas 
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pembiayaan yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo yang 

tujuannya memberikan keringanan kepada nasabah yang sedang kesulitan 

agar tetap bisa memenuhi kewajibannya (Maulana, 2019, hal. 8) 

Pengertian rescheduling menurut Peraturan Bank Indonesia No. 

13/9/PBI/2011 Pasal 1, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban 

nasabah atau jangka waktunya (Peraturan Bank Indonesia: 5). 

Rescheduling menurut Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 

Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, menjelaskan bahwa 

rescheduling adalah penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi 

nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai 

jumlah dan waktu yang telah disepakati (Fatwa Dewan Syariah Nasional 

(DSN) MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005). 

Rescheduling (penjadwalan kembali) adalah upaya yang dilakukan 

bank untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan membuat 

penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada 

debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi memiliki kemampuan 

untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal 

yang telah diperpanjang. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank 

dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya (Ismail, 

2011, hal. 126). 

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUM/X/2007 tentang Pedoman Standar 

Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa 

Keuangan Syariah Koperasi, penjadwalan ulang (rescheduling) dilakukan 

dengan mengubah jangka waktu jatuh tempo pembiayaan, jadwal 

pembayaran (penanggalan) tanpa mengubah sisa kewajiban anggota yang 

harus dibayarkan kepada koperasi syariah (Permenkop Nomor 

35.2/Per/M.KUM/X/2007). 

Dari pengertian rescheduling tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

rescheduling merupakan penyelamatan pembiayaan dengan menjadwal 

ulang jangka waktu pembayaran yang tujuannya agar angsuran nasabah 
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lebih kecil disesuaikan dengan kemampuan nasabah tersebut. 

Penjadwalan kembali (rescheduling) tersebut diberikan kepada nasabah 

yang mempunyai itikad baik, usahanya masih berjalan serta masih 

mempunyai kemampuan untuk membayar kewajibannya. 

b. Landasan Hukum Rescheduling 

1) Firman Allah QS. Al-Baqarah: 280 

رٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ  ۖ  وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَ نَظِرَةٌ اِلّٰٰ مَيْسَرَةٍ  قُ وْا خَي ْ وَاَنْ تَصَدَّ
 تَ عْلَمُوْنَ 

Artinya: Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah 

tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan 

jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu 

mengetahui. (Alquran dan Terjemahan: Al-Baqarah Ayat 

280) 
 

2) Hadits 

سَ عَنْ  مُؤْمِنٍ كُ رْبةًَ مِنْ كُرَبِ  عَنْ أَبِْ ىُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ عَنِ النَّبِِِّ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ مَنْ نَ فَّ
رَ عَلَ ى مُ عْسِرٍ ، يَسَّ رَ اللهُ  سَ الُله عَنْوُ كُ رْبةًَ مِنْ كُ رَبِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّ نْ يَا ، نَ فَّ نْ ياَ الدُّ  عَلَيْوِ فِ ي الدُّ

ن ْ  يَا وَالْْخِرَةِ ، وَالُله فِ ي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِ عَوْنِ وَالْْخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَ رَ مُسْلِمً ا ، سَتَ رَهُ الُله فِ ي الدُّ
تَمَعَ قَ وْمٌ فِ ي أَخِيوِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَريِقًا يَ لْتَمِسُ فِيوِ عِلْمً ا ، سَهَّ لَ الُله لوَُ بوِِ طَريِقًا إِلَ ى الْ جَنَّةِ ، وَمَا اجْ 

كِينَةُ ، وَغَشِ يَ تْ هُمُ بَ يْتٍ مِنْ بُ يُوتِ الِله يَ ت ْ  نَ هُمْ ، إِلََّ نَ زَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّ لُونَ كِتَابَ الِله ، وَيَ تَدَارَسُونَ وُ بَ ي ْ
  وِ نَ سَبُ وُ مْ يُسْرعِْ بِ الرَّحْ مَةُ ، وَحَفَّ تْ هُمُ الْ مَلائَِكَةُ ، وَذكََ رَىُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَّ أَ بِ وِ عَمَلُ وُ ، لَ 

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , Nabi Shallallahu 

‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang 

melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, 

maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari 

Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang 

kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla 

memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. 
Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allâh 

akan menutup (aib) nya di dunia dan akhirat. Allâh 

senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut 

menolong saudaranya. Barangsiapa menempuh jalan untuk 

menuntut ilmu, maka Allâh akan mudahkan baginya jalan 

menuju Surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu 

rumah Allâh (masjid) untuk membaca Kitabullah dan 

mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenteraman 
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akan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, Malaikat 

mengelilingi mereka, dan Allâh menyanjung mereka di 

tengah para Malaikat yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa 

yang diperlambat oleh amalnya (dalam meraih derajat yang 

tinggi-red), maka garis keturunannya tidak bisa 

mempercepatnya.” (HR. Imam Bukhari dan Muslim)  

 

c. Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 dan Peraturan Bank 

Indonesia tentang Rescheduling 

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama 

Indonesia No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali 

Tagihan Murabahah, yang menjelaskan bahwa lembaga keuangan 

syariah boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) bagi 

nasabah yang tidak bisa membayar angsuran pokok maupun angsuran 

margin sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. 

2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya 

riil. 

3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua 

belah pihak (Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 

48/DSN-MUI/II/2005). 

Terdapat beberapa Peraturan Bank Indonesia yang berlaku bagi 

BUS dan UUS dalam melakukan rescheduling pembiayaan, yaitu: 

1) Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 

2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah 

dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 

13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011. 

2) Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/34/DPbS tanggal 22 Oktober 

2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 

Oktober 2008 perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum 

Syariah dan U nit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan 

SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011. 
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Dari ketentuan Bank Indonesia diatas dapat disimpulkan bahwa 

rescheduling dilakukan untuk membantu nasabah pembiayaan mengatasi 

kesulitan usaha yang dihadapi sehingga memiliki kemampuan 

menjalankan aktivitas bisnisnya kembali seperti semula, termasuk 

memulihkan kemampuan memenuhi kewajiban terhadap bank (Hasan, 

2019, hal. 126) 

d. Kebijakan dan Prosedur Rescheduling 

Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS 2008 Romawi III 

menjelaskan tentang kebijakan dan prosedur restrukturisasi 

(rescheduling) pembiayaan mencakup paling kurang hal-hal sebagai 

berikut (Bank Indonesia, 2012: 95) : 

1) Penetapan satuan kerja khusus dan pejabat atau pegawai khusus untuk 

menangani restrukturisasi (rescheduling) pembiayaan. 

a) Pembentukan satuan kerja khusus restrukturisasi (rescheduling) 

pembiayaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing‐  

masing BUS atau UUS. 

b) Pejabat atau pegawai yang melakukan restrukturisasi 

(rescheduling) pembiayaan harus berbeda dengan pejabat atau 

pegawai yang terlibat dalam pemberian pembiayaan. 

c) Keputusan restrukturisasi (rescheduling) pembiayaan harus 

dilakukan oleh pejabat yang kedudukannya lebih tinggi dari 

pejabat yang memutuskan pemberian pembiayaan. 

d) Dalam hal keputusan pemberian pembiayaan dilakukan oleh pihak 

yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai anggaran dasar 

perusahaan, maka keputusan restrukturisasi (rescheduling) 

pembiayaan dilakukan oleh pejabat yang kedudukannya setingkat 

dengan pejabat yang memutuskan pemberian pembiayaan. 

2) Penetapan limit wewenang memutus pembiayaan yang 

direstrukturisasi (di-rescheduling). 

3) Kriteria pembiayaan yang dapat direstrukturisasi (di-rescheduling). 



33 
 

 
 

4) Sistem dan Standard Operating Procedure restrukturisasi 

(rescheduling) pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan 

pembiayaan yang akan direstrukturisasi kepada satuan kerja khusus 

dan penyerahan kembali pembiayaan yang telah berhasil 

direstrukturisasi (di-rescheduling) kepada satuan kerja pengelola 

pembiayaan. 

5) Sistem informasi manajemen pembiayaan yang direstrukturisasi 

(direscheduling). 

6) Penetapan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi 

(rescheduling) pembiayaan terhadap pembiayaan yang tergolong 

Non‐ Lancar (Kurang Lancar, Diragukan dan Macet). Batas jumlah 

maksimal dimaksud berlaku untuk keseluruhan pelaksanaan 

restrukturisasi (rescheduling) pembiayaan dengan kolektibilitas Non‐

Lancar bukan untuk masing‐ masing kolektibilitas dari pembiayaan 

Non‐ Lancar. 

7) BUS atau UUS melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan dan 

prosedur restrukturisasi (rescheduling) pembiayaan apabila 

berdasarkan hasil analisis Bank Indonesia, kebijakan dan prosedur 

tersebut dinilai kurang memperhatikan prinsip kehati‐ hatian dan/atau 

tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

e. Manfaat dan Konsekuensi pelaksanaan Rescheduling  

Menurut teori hukum perbankan yang dikemukakan oleh Thamrin 

Abdullah (2002: 181), rescheduling dilakukan atas itikad baik nasabah 

kepada lembaga keuangan syariah, manfaat rescheduling sebagai berikut:  

1) Bagi Pihak Lembaga Keuangan Syariah 

a) Modal pokok yang dikeluarkan dan atau keuntungan dapat 

kembali. 

b) Melalui rescheduling sebagai upaya nyata untuk menghindari 

kerugian bagi lembaga keuangan syariah. 

c) Dapat mengurangi pembiayaan yang bermasalah, secara tidak 

langsung rescheduling dapat menekan pertumbuhan NPF. 
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d) Adanya keuntungan bagi pihak lembaga keuangan yang diperoleh 

dari biaya administrasi yang dibebankan pada pembiayaan yang di 

rescheduling. 

2) Bagi Pihak Nasabah 

a) Melalui rescheduling diharapkan nasabah dapat melunasi 

kewajibannya kepada debitur. 

b) Nasabah tidak takut agunannya disita pihak lembaga keuangan. 

c) Melalui rescheduling diharapkan beban ekonomi yang ditanggung 

oleh nasabah berkurang (Salamah, 2018, hal. 31) 

 

Sedangkan Konsekuensi dilaksanakannya kebijakan rescheduling adalah: 

1) Bagi Pihak lembaga keuangan syariah memperoleh atau menarik 

kembali pembiayaan yang telah dikeluarkan akan lebih lama. 

2) Bagi pihak nasabah jangka waktu pelunasan akan lebih lama dan ada 

tambahan biaya administrasi dalam proses rescheduling tersebut 

(Harmoko, 2018, hal. 77) 

f. Kriteria Rescheduling 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 Pasal 5 

menjelaskan beberapa kriteria pembiayaan yang rescheduling 

diantaranya: (Peraturan Bank Indonesia: 6-7) 

1) Rescheduling pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran. 

b) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi 

kewajiban setelah restrukturisasi. 

2) Rescheduling untuk Pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan 

untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran. 

b) Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan 

mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. 
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3) Rescheduling pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-

bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Yang 

dimaksud dengan bukti-bukti yang memadai antara lain adalah adanya 

laporan keuangan nasabah yang menunjukkan perbaikan kinerja 

perusahaan, adanya kontrak kerja baru yang diperoleh nasabah atau 

adanya sumber pembayaran lain yang jelas. 

g. Biaya Terkait Proses Rescheduling 

1) Biaya tambahan seperti biaya akad, biaya notaris, dan biaya 

administrasi yang timbul karena proses rescheduling merupakan biaya 

yang wajib ditanggung oleh nasabah. 

2) Ketentuan terkait biaya proses rescheduling diatur dalam ketentuan 

terpisah (Taqiuddin, 2017, hal. 179-180). 

h. Pelaksanaan Kebijakan Rescheduling 

Pelaksanaan kebijakan rescheduling dilakukan dengan 

memanjangkan tempo waktu pembiayaan tanpa adanya penambahan sisa 

hutang nasabah. Penjadwalan ulang pembiayaan itu boleh dilaksanakan 

atas permohonan secara bertulis dari nasabah. Terkait dengan 

permohonan bertulis tersebut kepada pihak bank maka perlu adanya surat 

permohonan dan analisa penjadwalan ulang (rescheduling) (Taqiuddin, 

2017, hal. 175): 

1) Surat permohonan 

Penjadwalan ulang harus didasarkan adanya surat permohonan 

dari nasabah. Surat permohonan tersebut harus diyakini kebenaran dan 

keabsahannya oleh pejabat bank yang berwenang. Peyakinan ini 

antara lain meliputi pemastian bahwa surat permohonan 

ditandatangani oleh nasabah/pihak yang berhak mewakili sesuai 

anggaran dasar dan diterima sebelum analisa penjadwalan ulang 

diproses/dibuat. 

2) Analisa penjadwalan ulang 

Hasil analisa penjadwalan ulang wajib dituangkan dalam Nota 

Analisa Penjadwalan Ulang Pembiayaan, sementara surat Pengusul 
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Komite Penjadwalan Ulang diserahkan kepada Keputusan Komite 

Penjadwalan Ulang. 

Setelah membuat surat permohonan dan analisa penjadwalan ulang, 

maka langkah selanjutnya bank memberikan kebijakan-kebijakannya. 

Beberapa alternatif rescheduling yang dapat diberikan bank antara lain 

(Ismail, 2011, hal. 128): 

1) Perpanjangan waktu kredit 

Misalnya jangka waktu dua tahun diperpanjang menjadi lima 

tahun, sehingga total angsuran perbulan diubah menjadi triwulan. 

2) Jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulan 

Perubahan jadwal tersebut akan memberi kesempatan nasabah 

dalam mengumpulkan dana untuk mengangsur dalam triwulan. Hal ini 

disesuaikan dengan penerimaan penjualan. 

3) Memperkecil angsuran dengan jangka waktu akan lebih lama. 

i. Kendala Pelaksanaan Rescheduling 

Kendala pada pembiayaan bermasalah yang sulit untuk dilakukan 

rescheduling adalah sebagai berikut (Abdullah, 2006, hal. 255): 

1) Beberapa nasabah tidak kooperatif, tidak beritikad baik kepada pihak 

KSPPS untuk menyelesaikan pembiayaannya. Nasabah tidak 

mengajukan kepada bank tentang solusi penyelesaian pembiayaan 

yang mampu ia lakukan. Bahkan ketika bank telah menghubungi dan 

mendatangi langsung nasabah yang bersangkutan dan dibicarakan 

langkah penyelesaian pembiayaan bermasalahnya, nasabah tidak 

merespon. 

2) Usaha atau kegiatan yang dibiayai dengan pembiayaan telah berhenti 

atau tutup akibat mengalami kerugian, ditipu, dan lain sebagainya. 

3) Adanya penyimpangan dalam penggunaan pembiayaan. 

4) Terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan yang tidak sah 

berkaitan dengan pemberian pembiayaan kepada nasabah yang 

bersangkutan. 

5) Terjadi penyimpangan terhadap objek jaminan pembiayaan. 
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6) Terjadi pengalihan usaha, kegiatan atau tugas nasabah yang 

menyulitkan Bank menyetujuinya karena akan menggangu pelunasan 

pembiayaan. 

7) Pendapatan nasabah menurun, tidak sesuainya pendapatan dengan 

jumlah kewajiban kepada KSPPS, sehingga berakibat terjadinya 

tunggakan pembayaran kewajiban nasabah kepada KSPPS. Meskipun 

terjadi penurunan pendapatan nasabah, tidak berdampak terhadap 

usaha nasabah dalam arti usaha nasabah masih tetap berjalan, 

sehingga KSPPS masih bisa melakukan upaya penyelematan dengan 

melakukan restrukturisasi pembiayaan. 

B. Penelitian Relevan 

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena 

penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang 

lingkup hampir sama, namun karena beberapa variabel, objek, periode waktu 

yang digunakan maka terdapat banyak hal yang tidak sama, sehingga dapat 

dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut ringkasan beberapa 

penelitian: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hendri Maulana dan Ghina Astrina dalam 

jurnal yang berjudul “Prosedur Rescheduling Pembiayaan Bermasalah 

Pada PT. BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor” (Maulana, 2019, hal. 14). 

Penelitian tersebut menjelaskan tentang penyebab pembiayaan bermasalah 

dan mekanisme rescheduling mengenai pokok-pokok ketentuan 

penjadwalan ulang pada BPRS Amanah Cabang Bogor. Sedangkan 

perbedaanya peneliti lebih fokus mengenai rescheduling untuk penyelesaian 

pembiayaan bermasalah dan kendala pelaksanaannya pada KSPPS BTM 

Sumatra Barat Cabang Bandar buat.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aye Sudarto, dalam jurnal yang berjudul 

“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah 

Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur” (Sudarto, 2020). Kesimpulan yang 

dapat diambil yaitu memberikan penjelasan mengenai penyelesaian 



38 
 

 
 

pembiayaan bermasalah melalui beberapa tahap, mulai dari memberikan 

surat peringatan, kemudian bank melakukan penyehatan berupa 

rescheduling, reconditioning, restrukturisasi dan penjualan barang jaminan 

apabila proses tidak menuai hasil. Perbedaannya yaitu meneliti mengenai 

bagaimana kebijakan yang diambil BMT dalam penyelesaian. Sedangkan 

peneliti lebih khusus membahas pelaksanaan rescheduling dan 

penerapannya dilapangan serta kendala pelaksanaannya pada KSPPS BTM 

Sumatra Barat Cabang Bandar buat..  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andini Salamah dan Arrison Hendry, dalam 

jurnal dengan judul “Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah 

Berakad Murabahah di Bank Syariah” (Salamah, 2018). Kesimpulannya 

yaitu penelitian menjelaskan pokok-pokok ketentuan penjadwalan ulang dan 

tata cara penjadwalan ulang pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah. 

Sedangkan peneliti menjelaskan tentang kebijakan rescheduling dalam 

penyelesaian pembiayaan bermasalah dan kendala pelaksanaannya pada 

KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field 

research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan 

deskriptif kualitatif yaitu sebuah pendekatan terhadap suatu perilaku, 

fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek 

penyelidikan yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna 

yang menjelaskan pemahaman tertentu (Anggito, 2018, hal. 11). 

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis implementasi 

rescheduling dan kendalanya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada 

KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di KSPPS BTM Sumatra Barat cabang 

Bandar Buat yang berlokasi di Simpang Tiga Bandar Buat, Kota Padang, 

Sumatra Barat. 

2. Waktu Penelitian 

Tabel 3.1 

Rancangan Waktu Pra-Penelitian 

No 
Schedule 

Penelitian 

2021 2022 

Agt Sep Okt Nov Des Jan 

1.  Observasi awal        

2.  Identifikasi masalah        

3.  Pengajuan judul        

4.  Pembuatan proposal         

5.  Bimbingan ke PA         

6.  
Pengajuan pembimbing 

pra-seminar 
  

    
 

7.  Bimbingan proposal         

8.  Seminar proposal        

9.  
Bimbingan siap 

proposal 
  

   
  

10.  Pengajuan pembimbing        
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skripsi 

11.  
Pengajuan izin 

penelitian 
  

   
  

 

Tabel 3.2 

Rancangan Waktu Penelitian 

No 
Schedule 

Penelitian 

2022 

Feb Mar-Mei Juni 

1 Pengumpulan data penelitian     

2 Mengolah hasil penelitian      

3 Bimbingan penelitian      

4 Munaqasyah     

  

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, field-notes untuk 

mencatat hasil wawancara yang dilakukan, handphone untuk dokumentasi saat 

pelaksanaan wawancara, dan merekam hasil wawancara yang telah dilakukan. 

D. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pimpinan, dan 

Account Officer (AO) pada KSPPS BTM Sumatra Barat cabang 

Bandar Buat. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi 

kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen berupa laporan 

keuangan dan dokumen terkait pembiayaan bermasalah serta nasabah 

pada KSPPS BTM Sumatra Barat cabang Bandar Buat. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Wawancara Mendalam (Indept Interview) 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan 

tanya jawab langsung dengan menggunakan pertanyaan kepada subjek 

penelitian. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara semi terstruktur, yaitu menemukan permasalahan secara lebih 

terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-

idenya. Dalam melakukan wawancara, penulis perlu mendengarkan secara 

teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan (Umrati, 2020, hal. 

70). 

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan cara bertanya 

langsung kepada pihak-pihak terkait yang berwenang dalam menentukan 

implementasi rescheduling dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah 

pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat yakni kepada 

pimpinan, Account Officer (AO), dan nasabah di KSPPS BTM Sumatra 

Barat cabang Bandar Buat. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu berupa laporan keuangan, pembiayaan bermasalah 

pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat, dan dokumen yang 

berkaitan dengan masalah penelitian. 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan konsep Miles 

and Huberman yang teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas, 

yang meliputi proses tiga tahap yaitu (Anggito, 2018, hal. 243-251): 

1. Data Reduction (reduksi data) 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Pada 

penelitian ini, peneliti lebih menfokuskan pada implementasi rescheduling 

dalam penyelesaian pembiayaan permasalah pada KSPPS BTM Sumatra 

Barat Cabang Bandar Buat, data yang telah direduksi akan memberikan 
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gambaran yang jelas yang nantinya akan mempermudah penulis pada tahap 

selanjutnya. 

2. Data Display (penyajian data) 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk 

memahami tentang implementasi rescheduling dalam penyelesaian 

pembiayaan bermasalah pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar 

Buat. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan 

antar kategori.  

3. Conclusion/Verification (penarikan simpulan dan verifikasi data) 

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari teknik analisis data 

yang peneliti gunakan untuk menyimpulkan semua informasi yang telah 

didapat untuk diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya 

terjamin. 

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data 

Peneliti menggunakan teknik keabsahan data melalui triangulasi. 

Triangulasi data adalah pencocokan data dengan pemeriksaan ulang. Teknik 

triangulasi terbagi menjadi tiga yaitu: triangulasi sumber, triangulasi 

metode/teknik dan triangulasi waktu (Helaluddin, 2019, hal. 22-23). 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu 

untuk mencocokkan data yang diberikan oleh Pimpinan KSPPS BTM Sumatra 

Barat Cabang Bandar Buat, data yang diberikan oleh Account Officer (AO) 

KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat, dan nasabah yang 

melakukan pembiayaan di KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat 

untuk membuktikan keabsahan data. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Gambaran Umum KSPPS BTM Sumatra Barat 

1. Sejarah Berdirinya KSPPS BTM Sumatra Barat 

Pendirian BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang merupakan inisiatif 

dari organisasi Islam Muhammadiyah Sumatra Barat. BMT At-Taqwa 

Muhammadiyah Padang dibentuk atas gagasan yang berasal dari Majelis 

Ekonomi Muhammadiyah Sumatra Barat beserta sesepuh Muhammadiyah 

Sumatra Barat dan pimpinan Harian Sumatra Barat. Pendirian BMT At-

Taqwa Muhammadiyah Padang di latar belakangi oleh kondisi pedagang di 

Pasar Raya yang selama ini telah terjerat oleh rentenir dan tidak dapat untuk 

kelembaga perbankan. Dengan adanya BMT At-Taqwa Muhammadiyah 

Padang masalah yang selama ini membebani para pedagang sedikit demi 

sedikit dapat di atasi. 

BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang didirikan pada tanggal 29 

September 1996 dengan modal awal sebesar Rp. 6.250.000,- (Enam Juta 

Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditambah fasilitas kantor di 

lingkungan Masjid Taqwa Muhammadiyah jalan Bundo Kanduang No.1 

Padang, dengan perlengkapan seadanya yang dipersiapkan oleh badan 

pendiri, yaitu Majelis Ekonomi Muhammadiyah Sumatra Barat. 

Berdasarkan Neraca BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang per 31 

Desember 2017, asset telah mencapai ± Rp. 15.00.000.000,- (lima belas 

milyar rupiah). Sampai sekarang ini untuk memperluas jaringan dan 

memenuhi kebutuhan nasabah, BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang 

telah memiliki 6 kantor cabang, sebagai berikut: 

a. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Pasar Bandar Buat, mulai 

beroperasi semenjak tahun 1999. 

b. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Pasar Lubuk Buaya, mulai 

beroperasi semenjak tahun 2001. 
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c. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Pasar Siteba, mulai beroperasi 

semenjak tahun 2006. 

d. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang pasar Raya. 

e. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Alai. 

f. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Belimbing. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Diana Eka Putri. Pimpinan BMT 

At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang, pada awal tahun 

1999 para anggota dan pengurus BMT telah siap untuk mengembangkan 

BMT menjadi Badan Hukum Koperasi, karena telah berdiri lebih dari dua 

tahun dan telah memiliki asset lebih dari Rp. 50 juta. Maka pada tanggal 4 

April 1999 BMT At-Taqwa Muhammadiyah resmi menjadi koperasi serba 

usaha dengan nomor badan hukum: No.33/BH/K/DK.310/IV-1999 dengan 

sistem operasional perbankan. 

Adanya keinginan dari pengurus BMT At-Taqwa Muhammadiyah 

Padang untuk mengembangkan usaha dibidang jasa keuangan syari’ah 

menjadi ide awal pendirian BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang 

Bandar Buat Padang. Sebagai langkah awal para pengurus melakukan studi 

kelayakan bisnis terhadap pasar-pasar yang ada di kota Padang selain Pasar 

Raya Padang, Pasar Lubuk Buaya, Pasar Raya Siteba karena BMT At-

Taqwa telah memiliki Cabang disana. Setelah melakukan studi kelayakan 

bisnis dengan pertimbangan pangsa pasar, banyaknya usaha kecil dan 

menengah yang akan diberi pembiayaan, keramaian pasar dan melihat masih 

kurangnya keberadaan lembaga keuangan berbasis syari’ah dalam bentuk 

bank dan bukan bank di Pasar Bandar Buat, maka ditetapkanlah BMT At-

Taqwa Muhammadiyah akan mendirikan cabang disana. 

Dari hasil wawancara langsung dengan pimpinan BMT At-Taqwa 

Muhammadiyah Cabang Bandar Buat, pada tanggal 15 Mei 1996 

diresmikanlah berdirinya Kantor Cabang BMT Taqwa Muhammadiyah 

Cabang Bandar Buat Padang, dengan Edwin, S.H sebagai Manager, Suyadi, 

S.E sebagai Account Officer dan Tresma Esdayu Arni A.Md sebagai Teller. 

Untuk modal awal BMT Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat 
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mendapat bantuan dari Kantor Pusat BMT Taqwa Muhammadiyah Padang 

sebesar Rp. 50.000.000,-. 

Sejak berdirinya BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang sampai 

sekarang telah memberikan beberapa manfaat kepada anggotanya dan 

nasabah. Diantara manfaat yang telah diberikan oleh BMT At-Taqwa 

Muhammadiyah Padang adalah sebagai berikut: 

a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syari’ah (riba). 

b. Mengembangkan sikap hidup hemat. 

c. Memberikan pelayanan modal bagi anggotanya /nasabahnya. 

d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. 

e. Mengembangkan sikap dan kebiasaan menabung. 

f. Meningkatkan kepercayaan pihak lain. 

g. Meningkatkan kesejahteraan anggotanya /nasabahnya. 

h. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha mikro/kecil. 

i. Melepaskan ketergantungan sebagian masyarakat dari para rentenir. 

2. Perubahan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Menjadi KSPPS 

BTM Sumatra Barat 

Periode sebelum berlakunya UUD tahun No. 29 tahun 1999, tentang 

bank Indonesia yaitu: 

a. pada awalnya bentuk kelembagaan BTM adalah kelompok swadaya 

masyarakat (KSM) 

b. kewenangan BTM menerbitkan surat keputusan tentang dirgen pembina 

pengusaha kecil koperasi daan PKK NO.01/PPK/1/1995 tanggal 3 januari 

1995. 

c. berdasarkan badan hukum yang tersedia yang dapat digunakan 

perseorangan atau koperasi apabila BTM akan beroperasi sebagai bank 

perkreditan BPRS sedangkan jika memilih badan hukum koperasi maka 

ada dua alternatif : 

1) menjadi koperasi serba usaha (KSU) maka keberadaan BTM hanya 

merupakan salah satu unit dari kegiatan usaha koperasi, sedangkan 
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kalau memilih sebagai koperasi simpan pinjam (KSP) maka 

keberadaan BTM adalah salah satunya kegiatan usaha koperasi. 

2) BTM memilih badan hukum koperasi dan hampir semuanya pula 

memilih koperasi simpan pinjam (KSP) sebagai payung hukum hal itu 

disebabkan untuk mendirikan sebuah BPRS yang relatif untuk 

mendirikan sebuah koperasi. 

Pada awal tahun 1999 para anggota dan pengurus KSPPS BTM 

Sumatera Barat telah siap untuk mengembangkan KSPPS BTM Sumatera 

Barat menjadi Badan Hukum Koperasi, karena telah berdiri lebih dari dua 

tahun dan telah memiliki asset lebih dari Rp. 50 juta. Maka pada tanggal 4 

April 1999 KSPPS BTM Sumatra Barat resmi menjadi koperasi serba usaha 

dengan nomor badan hukum: No.33/BH/K/DK.310/I-1999 dengan sistem 

operasional perbankan. 

Sesuai dengan keputusan PP Muhammadiyah yang mewajibkan 

lembaga keuangan mikro syariah (BMT) di bawah naungan Muhammadiyah 

supaya berganti menjadi Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM). Menindak 

lanjuti keputusan tersebut maka dilakukan rapat anggota luar biasa pada 

tahun 2019 untuk pergantian nama dari Koperasi Syariah Baitul Maal wa 

Tamwil (BTM) At-Taqwa Muhammadiyah Padang menjadi Koperasi 

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitut Tamwil 

Muhammadiyah (BTM) Sumatra Barat. 

3. Visi dan Misi KSPPS BTM Sumatra Barat 

Visi dan Misi BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat 

Padang sama dengan Visi dan Misi induknya yakni: 

a. Visi 

Menjadi lembaga keuangan Islam yang ikut menunjang dan 

memajukan perekonomian umat, sehingga menjadikan lembaga yang 

dapat dipercaya masyarakat dan tumbuh sebagai lembaga yang 

menjawab tantangan perekonomian nasional khususnya ekonomi mikro 

dalam mengentaskan kemiskinan. 
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b. Misi 

Mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhannya dan mendapat tambahan modal kerja usaha, dengan 

landasan misi gerakan Islam dan dakwah yang mempunyai maksud dan 

tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam serta 

terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya yang berkeadilan dan 

memperoleh kesejahteraan. 

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka BMT At-Taqwa 

Muhammadiyah Padang dapat membangun dan mengembangkan potensi 

di bidang ekonomi, sehingga pelaku usaha kecil mikro mampu 

meningkatkan kualitas usahanya dan memperoleh kesejahteraan keluarga 

dari hasil usaha yang dicapai, yang mana tujuan yang dijalankan tersebut 

adalah, sebagai berikut: 

1) Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat, khususnya 

masyarakat usaha kecil dan menengah. 

2) Membebaskan umat Islam dari cengkraman rentenir dan dari pinjaman 

berbunga. 

3) Meningkatkan produktifitas usaha dengan memberikan pembiayaan 

kepada pengusaha kecil yang membutuhkan dana. 

4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha disamping 

meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan umat 

Islam. 

5) Memperbaiki perekonomian umat Islam secara mikro (Profile BMT 

At-Taqwa Muhammadiyah Padang, 2012, hal. 4) 

4. Landasan Hukum KSPPS BTM Sumatra Barat 

KSPPS BTM Sumatra Barat merupakan sebuah lembaga keuangan 

mikro syariah yang mana berbadan hukum koperasi dengan pola syariah. 

Adapun dasar pendirian KSPPS BTM Sumatra Barat ialah: 

a. Undang-Undang 

1) Undang-Undang RI No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. 
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2) Undang-Undang RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

3) Keputusan Mentri Koperasi RI No. 019/BH/MI/VII/1998 tanggal 24 

Juli 1998. 

4) Akta Pendirian Koperasi BMT At-Taqwa Muhammadiyah adalah 

Surat Keputusan Mentri Koperasi No. 33/BH/KDK/310/IV/1999. 

5) Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, 

sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi 

KSPPS/USPPS Koperasi. 

b. Landasan Syariah 

1) Al-Quran Surat Al-Jumu’ah ayat 10 

2) Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 

5. Produk-Produk KSPPS BTM Sumatra Barat 

a. Produk-Produk Penghimpun Dana 

Produk- produk penghimpun dana yang ada di KSPPS BTM Sumatra 

Barat: 

1) Demuta 

Demuta adalah simpanan berjangka yang ditujukan kepada 

masyarakat muslim yang ingin menginvestasikan dananya untuk 

meningkatkan perekonomian umat dengan sistem bagi hasil. Jangka 

waktu Demuta mulai dari 1,3,6 dan 12 bulan. Saldo minimal untuk 

Demuta minimal Rp1.000.000. Penarikan Demuta hanya dapat 

dilakukan pada saat jatuh tempo. 

2) Simpanan Mudharabah 

Suatu produk simpanan di mana KSPPS BTM Sumatra Barat 

sebagai mudharib (BMT) diberikan hak oleh shahibul maal 

(penyimpan) untuk menginvestasikan atau memproduktifkan titipan 

tersebut, dengan persyaratan awal sebesar Rp.10.000,00. 

3) Simpanan Pendidikan 

Suatu produk simpanan di mana BMT sebagai penyimpan uang 

untuk keperluan pendidikan pada masa tertentu. Penyetoran awal 



49 
 

 
 

untuk pembukaan rekening sebesar Rp.10.000,00 dan dapat ditarik 

apabila di butuhkan. 

4) Simpanan Haji 

Simpanan yang bertujuan untuk mewujudkan niat suci calon 

jamaah haji dengan penyetoran pertama sebesar Rp.10.000,00. 

5) Simpanan Qurban 

Suatu produk simpanan bagi nasabah yang mempunyai niat 

untuk berkurban pada waktu yang akan datang, sehingga dapat 

mengumpulkan atau menitipkan uangnya sampai mencukupi untuk 

mewujudkannya.  Penyetoran pertama untuk tabungan qurban sebesar 

Rp.10.000,00 dan penyetoran selanjutnya minimal Rp.10.000,00. 

b. Produk-Produk Penyaluran Dana 

Produk-produk penyaluran dana yang ada di KSPPS BTM Sumatra 

Barat cabang Cabang Bandar Buat adalah: 

1) Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal 

dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pembiayaan 

murabahah pada dasarnya merupakan kesepakatan antara KSPPS 

BTM Sumatra Barat cabang Bandar Buat sebagai penyedia dana untuk 

sebuah investasi atau pembelian barang modal dan anggota sebagai 

peminjam adalah jumlah kewajiban yang harus dibayarkan peminjam 

adalah jumlah harga barang modal dan mark-up yang disepakati. 

Dalam hal ini sipenjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli 

dan pengembaliannya dilakukan saat jatuh tempo dengan harapan 

dasar barang yang dibeli ditambah keuntungan yang disepakati. jenis 

usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah 

usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga dan 

perdagangan. 

2) Pembiayaan Mudharabah 

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan modal kerja yang 

diberikan oleh KSPPS BTM At-Taqwa Sumatra Barat kepada 
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anggotanya, adapun pengelolaan dana sepenuhnya diserahkan kepada 

anggota (penyandang dana atau sebagi nasabah debitur). Dalam hal ini 

anggota menyediakan usaha dan sistem pengelolaannya (mengelola 

sendiri) usaha yang akan dijalankan. Hasil keuntungan akan dibagi 

sesuai kesepakatan bersama. 

3) Pembiayaan (Ba‟i Bitsaman Ajil) 

Pembiayaan (Ba‟I Bitsaman Ajil) adalah akad jual beli barang 

pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dan 

pengembalian di lakukan dengan sistem cicilan atau ansuran sampai 

pada saat jatuh tempo. Dalam akad ini pembiayaan yang disalurkan 

oleh pihak KSPPS adalah dalam bentuk modal. 

4) Pembiayaan Qardhul Hasan 

Pembiayaan Qardhul Hasan adalah pembiayaan yang 

diberikan atas dasar kewajiban sosial semata di mana nasabah tidak 

diminta mengembalikan apapun kecuali modal pokok pembiayaan. 

Namun pembiayaan atas kehendak sendiri boleh menambah sukarela 

sebagai tambahan tertentu pada saat mencicil atau melunasi 

pembiayaan (Profil BMT At-Taqwa Muhammadiyah, 2012, hal, 1-6). 
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6. Struktur Organisasi KSPPS BTM Sumatra Barat 

a. Struktur Organisasi KSPPS BTM Sumatra Barat 

 

 

Gambar 4. 1. Struktur Organisasi KSPPS BTM Sumatra Barat 
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Susunan Pengurus dan Karyawan KSPPS BTM Sumatra Barat 

 

Pembina 

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatra Barat 

Dewan Pengawas 

Ketua : Dr. H. Yuskar Dt. Paduko Bagindo, SE. 

MA 

Anggota : Irwan Toni, SH.I 

Dewan Pengurus 

Ketua : Prof. Dasman Lanin, M.Pd., Ph.D 

Wakil Ketua : Amora Lubis, S.Sos 

Sekretaris : Murisal, S.Ag. M.Pd 

Wakil Sekretaris : Dr. Bakhtiar, M.Ag 

Bendahara : Drs. H. yuzardi Ma’ad, Lc 

Pengelola Kantor Pusat 

Manajer Utama : Ismail Putra 

Pengawas Internal : Nofembli, SE 

Pengelola Kantor Pusat : Edwin, SH 

Nike Dewi Novita A. Md 

Agus Fitri, SE 

 

Pengelola Cabang 

Cabang Pasar Raya 

Kepala Cabang : Fazat Rafiah, SE 

Account Officer : Ariyal, A.Md 

Fitria Astuti S.pd 

Septio Tri Satria, SH 

Keuangan : Elvi Enita, S.Kom 

Marketing : Triksi Friscilia A.Md 

Putri Wahyuni, S. Pd 
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Putri Sintia, S. Pd 

Teller : Yonita Witriani, A. Md 

Cabang Bandar Buat 

Kepala Cabang : Diana Eka Putri, A.Md 

Account Officer : Guschandra, SE 

Delli Ridha Hayati, SE 

Marketing : Verawati, SE 

Feni Alfionika A.Md 

Teller : Gabema, SE 

Cabang Alay 

Kepala Cabang : Ulil Amri, SE 

Account Officer : Hamdanil Fajri, SE 

Marketing : Novi Yarni, A.Md 

Teller : Tresma Esdayu Arni, A.Md 

Cabang Belimbing 

Kepala Cabang : Agus Fitri, SE 

Account Officer : Addahri, S.HI 

Marketing : Febriza Ningsih, S.Si 

Teller : Afsyura Novinti, SH 

Cabang Lubuk Buaya 

Kepala Cabang : Ihsan Candra SE, MM 

Account Officer : Fauzul Hamdi A.Md 

Arif Putra Alhafis, SE 

Marketing : Retni, SE 

Rio Rahmat Perkasa, SE 

Nur Alfiani, SE 

Teller : Rita Kasmawarni, S.Psi.I 

Cabang Siteba 

Kepala Cabang : Zulfahmi SH.I 

Account Officer : Arfi Syachbana 

Marketing : Nurhidayati, S.Pd 
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Mesi Purnama Sari 

Teller : Febriza Ningsih, S. Si 

 

b. Struktur Organisasi KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat  

 

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi KSPPS BTM Sumatra Barat 

Cabang Bandar Buat 
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7. Gambaran Kerja Organisasi KSPPS BTM Sumatra Barat 

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan KSPPS BTM Sumatra 

Barat Cabang Bandar Buat dan di dukung dengan profil BTM, beliau 

menjelaskan adapun tanggung jawab masing-masing bagian yang terdapat 

dalam struktur organisasi KSPPS BTM Sumatra Barat adalah sebagai 

berikut: 
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Teller 

Gabema, SEI  

Account Officer/AO 

Guscandra, SE  

Delli Ridha Hayati, SE 

Marketing 

Verawati, SE 

Feni Alfionika, A.Md 
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a. RAT (Rapat Anggota Tahunan) 

Adapun fungsi dan peranan RAT adalah sebagai berikut: 

1) Rapat anggota tahunan merupakan kekuasaan tertinggi dalam 

BMT di mana setiap anggota wajib menghadirinya. 

2) Rapat anggota tahunan dilakukan sekali setahun atas dasar 

undangan yang disampaikan oleh Pengurus. 

3) Setiap keputusan dalam rapat anggota tahunan diambil secara 

musyawarah untuk mufakat, dengan menjunjung tinggi syari’ah 

Islam. Jika tidak dicapai mufakat, maka keputusan diambil 

berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang memiliki hak 

suara yang hadir dalam rapat. 

4) Rapat anggota tahunan sah jika dihadiri lebih dari separuh jumlah 

anggota. 

5) Setiap keputusan yang diambil dalam rapat anggota harus 

dituangkan dalam bentuk surat keputusan yang ditanda tangani 

oleh ketua dan sekretaris pengurus. 

b. Dewan Pengawas 

Dewan pengawas memberi nasehat kepada pengurus, baik diminta 

ataupun tidak untuk kemajuan KSPPS BTM Sumatra Barat Adapun tugas 

yang mereka lakukan adalah: 

1) Mengawasi produk BTM apakah sesuai dengan syariat Islam. 

2) Menegur apabila jalannya KSPPS BTM Sumatra Barat bertentangan 

dengan syariat Islam. 

c. Dewan Pengurus 

Dewan pengurus membuat kebijakan umum dan melakukan 

pengawasan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan KSPPS 

BTM Sumatra Barat. Adapun tugas dewan pengurus adalah: 

1) Menyusun kebijakan umum KSPPS. 

2) Melakukan pengawasan kegiatan dalam bentuk persetujuan untuk 

jumlah tertentu, pengawasan tugas manager dan pengelola serta 
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memberikan rekomendasi produk-produk yang ditawarkan kepada 

anggota. 

d. Manager Utama KSPPS BTM Sumatra Barat 

Manager utama merupakan posisi pertama atau teratas dalam 

struktur pengelola BTM, membawahi manager-manager cabang dan 

pengelola lainnya. Adapun tugas dari manager utama adalah: 

1) Manajemen 

a) Bertanggung jawab kepada pengurus atas segala operasional BTM. 

b) Memimpin BTM dan cabang-cabang yang ada. 

c) Melaporkan kegiatan-kegiatan operasional BTM kepada pengurus 

dan kedinas-dinas terkait (koperasi, pemko, PNM, dll). 

d) Memimpin karyawan-karyawan KSPPS BTM Sumatra Barat 

2) Pendanaan 

a) Membuat kebijakan-kebijakan dalam pengumpulan dana. 

b) Mengatur penempatan dana di Bank-bank. 

c) Mengatur atau menetapkan bagi hasil simpanan. 

d) Menunjuk karyawan marketing dana. 

3) Pembiayaan 

a) Menetapkan sektor-sektor yang dibutuhkan pembiayaan. 

b) Menetapkan margin pembiayaan dan bagi hasil. 

c) Mengatasi adanya kredit /pembiayaan yang macet. 

4) Operasional lainnya 

a) Mempersiapkan Inventaris kantor dan alat-alat percetakan. 

b) Melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan SOP. 

c) Tugas-tugas lain yang diberikan oleh pengurus. 

e. Manajer/Kepala Cabang 

Kepala cabang selaku pengelola mengawasi jalannya BTM sehingga 

sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang berlaku. Adapun tugas 

manager cabang adalah: 

1) Memimpin kegiatan BTM di Cabang. 

2) Mengkoordinir dan mengawasi seluruh kegiatan BTM Cabang. 
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3) Mengawasi pembiayaan yang bermasalah. 

4) Memberikan perhatian khusus kepada nasabah yang bermasalah. 

5) Bertanggung jawab kepada manager pusat. 

f. Account Officer (AO) 

Account Officer melakukan kegiatan pelayanan kepada nasabah 

pembiayaan serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang 

dilakukan tidak macet. Adapun tugas seorang Account Officer adalah: 

1) Memberikan informasi pembiayaan. 

2) Melakukan fungsi administrasi. 

3) Menerima permohonan pembiayaan. 

4) Melayani nasabah serta menganalisa berkas permohonan, mengecek 

atau survey ke lapangan, menyimpan dan memelihara berkas 

pembiayaan yang diajukan nasabah. 

5) Merekomendasikan kepada manager pembiayaan nasabah yang layak. 

6) Melaksanakan tugas-tugas perusahaan dalam rangka menghimpun 

dana masyarakat. 

7) Melakukan pembinaan nasabah. 

8) Membuat laporan perkembangan pembiayaan. 

9) Ikut mengawasi pembiayaan yang tertunggak, kurang lancar serta 

macet. 

10) Memberikan SP (surat peringatan) kepada nasabah yang tertunda 2 

bulan. 

g. Teller 

Teller atau kasir berfungsi menerima, menyimpan serta 

mengeluarkan uang tunai sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

Adapun tugas teller atau kasir adalah : 

1) Melayani nasabah dalam transaksi uang tunai, baik berupa setoran 

maupun pengambilan uang tabungan. 

2) Menerima serta menghitung uang dan membuat bukti penerimaan. 

3) Memasukkan langsung transaksi harian kekomputer. 

4) Bertanggung jawab terhadap aliran kas. 
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5) Memberitahukan semua bentuk pengeluaran kepada manager. 

6) Membuat buku kas harian, mencatat semua transaksi kas serta 

menerapkannya dalam catatan uang keluar dan uang masuk. 

7) Setiap akhir jam kerja menghitung uang yang ada serta meminta 

pemeriksaan dari manager. 

8) Meneliti dan melengkapi berkas nasabah yang akan dicairkan 

dananya. 

9) Membuat laporan bulanan tertulis tentang perkembangan simpanan. 

10) Bertanggung jawab kepada manager. 

h. Marketing 

Bagian marketing melakukan kegiatan penghimpunan dana dari 

masyarakat dan menganalisa proses penyaluran dana untuk menentukan 

layak tidak layaknya pembiayaan yang dilakukan. Adapun tugas 

marketing adalah : 

1) Menyusun rencana pengarahan tabungan. 

2) Melakukan analisis data tabungan. 

3) Melakukan pembinaan nasabah/anggota. 

4) Membuat laporan perkembangan tabungan. 

5) Menjemput setoran tabungan nasabah. 

 

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Implementasi Rescheduling Dalam Penyelesaian Pembiayaan 

Bermasalah Pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat 

Penyelamatan pembiayaan bermasalah sejak dini merupakan 

keharusan bank ataupun lembaga keuangan lainnya agar dana yang di 

berikan dapat ditarik  kembali. Usaha yang dilakukan KSPPS BTM Sumatra 

Barat Cabang Bandar Buat dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah 

terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya: 

a. Penagihan secara intensif atau melakukan pendekatan kepada nasabah 

dengan cara mengingatkan kepada nasabah bahwa pembayaran 

pembiayaan akan memasuki waktu jatuh tempo. Yaitu dengan cara pihak 
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KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat melakukan bycall 

dalam kurun waktu 3 hari sebelum jatuh tempo. 

b. Pemberian surat peringatan atau teguran. Dalam tahap ini jika nasabah 

dalam waktu 10 hari masih mengalami tunggakan pembayaran maka 

pihak BTM memberikan surat peringatan (SP) (Guscandra, Wawancara 

Staf AO, Rabu, 16 Februari 2022, 15.00 WIB). 

Pernyataan tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Ibu R yang 

merupakan nasabah pembiayaan, bahwasannya pihak KSPPS akan selalu 

menghubungi beliau 3 hari sebelum jadwal pembayaran untuk 

mengingatkan waktu jatuh tempo pembayaran. Mengenai hal tersebut, Ibu R 

merasa diperhatikan oleh pihak KSPPS, dan Jika Ibu R tidak bisa membayar 

angsuran tepat waktu maka pihak KSPPS akan memberikan SP dan 

memberikan sara penanganan penyelamatan pembiayaan nantinya (Ibu R, 

Wawancara dengan nasabah rescheduling, Kamis, 17 Februari 2022, 10.00 

WIB). 

Tahapan-tahapan yang dilakukan pihak KSPPS tersebut bertujuan 

untuk menghindari dan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah. 

Namun setelah melalui tahapan diatas, dan nasabah masih tidak memenuhi 

kewajibannya maka berdasarkan kesepakatan bersama dengan nasabah, 

KSPPS melakukan kebijakan dengan memberikan penjadwalan kembali 

atau rescheduling tagihan pembayaran dengan tujuan memberikan 

keringanan kepada nasabah dalam cicilan pembiayaan. Rescheduling 

(penjadwalan kembali) pembiayaan bermasalah dilakukan kepada nasabah 

yang memiliki prospek usaha dan/atau ada niat baik untuk membayar 

angsurannya. Penjadwalan kembali tersebut dilakukan dengan harapan 

nasabah dapat kembali membayar kewajibannya. Upaya untuk 

menyelamatkan pembiayaan bermasalah tersebut sesuai dengan Peraturan 

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 

35.2/Per/M.KUM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional 

Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan 

Syariah Koperasi, penjadwalan ulang (rescheduling) dilakukan dengan 
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mengubah jangka waktu jatuh tempo pembiayaan, jadwal pembayaran 

(penanggalan) tanpa mengubah sisa kewajiban anggota yang harus 

dibayarkan kepada koperasi syariah (Permenkop Nomor 

35.2/Per/M.KUM/X/2007). 

Pihak KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat dalam 

memperbaiki atau memperlancar pembiayaan yang semula tergolong kurang 

lancar adalah dengan melakukan tindakan penyelamatan pembiayaan, agar 

pembiayaan yang semula tergolong macet menjadi lancar kembali. Sebagai 

salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari pembiayaan 

bermasalah, KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat dapat 

melakukan rescheduling pembiayaan atas nasabah yang masih memiliki 

prospek usaha dan ada niat untuk membayar. 

Pelaksanaan rescheduling di KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang 

Bandar Buat dilakukan dengan cara mengubah jangka waktu pembiayaan 

dan jumlah angsuran. Memperpanjang jangka waktu  misalnya, dengan lama 

angsuran yang semula 6 bulan menjadi 1 tahun, atau dengan cara sisa pokok 

yang ada pada nasabah dijadikan pembiayaan baru sesuai dengan nilai 

angsuran kemampuan bayar nasabah, sehingga nasabah yang mengalami 

kolektibilitas kurang lancar dalam pembayaran mempunyai waktu yang 

lama untuk mengangsur pembiayaan dan tanpa mengubah sisa kewajiban 

nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak KSPPS (Guscandra, 

Wawancara Staf AO, Rabu, 16 Februari 2022, 15.00 WIB).. 

Pihak KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat menetapkan 

bahwa kolektibilitas pembiayaan diklasifikasikan berikut: 

Tabel 4.1 

Kolektibilitas Pembiayaan 

NO Lama Tunggakan Kolektibilitas 

1 Tidak ada tunggakan Lancar 

2 1-60 hari Dalam perhatian khusus 

3 60-90 hari Kurang lancar 

4 90-120 hari Diragukan 

5 >120 hari Macet 

Sumber: KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat 
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Tunggakan angsuran selama 60 sampai dengan diatas 120 hari 

diidentifikasikan bahwa nasabah tersebut perlu dilakukan rescheduling 

(penjadwalan kembali). Pelaksanaan rescheduling pembiayaan bermasalah 

dengan dilaksanakan oleh KSPPS BTM Sumatra Barat cabang Bandar Buat 

sebagai bentuk pelayanan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan 

menunaikan kewajiban dalam cicilan. Pelaksanaan rescheduling 

pembiayaan tersebut hanya menyangkut perubahan jadwal pembayaran 

pokok atau tunggakan pembayaran margin dan tunggakan pembiayaan 

dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan, Tanpa adanya 

tambahan margin. Biaya untuk pelaksanaan rescheduling adalah biaya riil 

yaitu biaya materai dan biaya asuransi (Diana Eka Putri, Wawancara 

Pimpinan Cabang Bandar Buat, Senin, 14 Februari 2022, 10.00 WIB). 

Pernyataan tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Bapak S 

nasabah pembiayaan yang diberikan pelaksanaan rescheduling. Menurut 

penuturan dari Bapak S, bahwasannya pihak KSPPS akan memberikan 

saran mengenai penyelamatan pembiayaan bermasalah yang Bapak S alami 

yaitu dengan pelaksanaan rescheduling. Pelaksanaan rescheduling tersebut 

dilakukan dengan tidak menambah atau memberikan margin baru melainkan 

hanya biaya untuk asuransi dan materai (Bapak S, Wawancara dengan 

nasabah rescheduling, Selasa, 15 Februari 2022, 11.00 WIB). 

Pelaksanaan rescheduling pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang 

Bandar Buat adalah penjadwalan kembali untuk jangka waktu dan jumlah 

angsuran pembiayaannya saja yang berubah, tidak terdapat biaya ganti rugi, 

tidak ada tambahan margin, yang ada hanyalah biaya asuransi dan biaya 

materai. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 

Majelis Ulama Indonesia No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan 

Kembali Tagihan Murabahah, yang menjelaskan bahwa lembaga keuangan 

syariah boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) bagi nasabah 

yang tidak bisa membayar angsuran pokok maupun angsuran margin sesuai 

dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan tidak menambah 

jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan 
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kembali adalah biaya riil dan perpanjangan masa pembayaran harus 

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Fatwa Dewan Syariah Nasional 

(DSN) MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005). 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan staf 

Account Officer (AO) KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat 

bahwa, rescheduling ini dilaksanakan berdasarkan permintaan nasabah 

maksudnya nasabah memberikan surat permohonan secara tertulis kepada 

pihak KSPPS dengan alasan prospek usaha yang dimiliki oleh nasabah dan 

nasabah tersebut mempunyai itikad baik dan juga berdasarkan kemampuan 

nasabah dalam membayar. Di mana pembiayaan yang bisa dilakukan 

rescheduling apabila: 

a. Usaha yang dijalankan oleh nasabah masih berjalan meskipun adanya 

penurunan dalam pemasukan. 

b. Nasabah masih bisa memperoleh penghasilan tetapi kemampuan dalam 

membayar sudah menurun. 

c. Penghasilan nasabah yang mulai mengecil, (Guscandra, Wawancara Staf 

AO, Rabu, 16 Februari 2022, 15.00 WIB) 

Tindakan rescheduling yang dilakukan oleh KSPPS BTM Sumatra 

Barat Cabang Bandar Buat yaitu pada cicilan nasabah. Di mana pihak 

KSPPS melihat dari kemampuan nasabah dalam melunasi cicilan yang 

tertinggal dengan cara memperkecil angsuran, memperpanjang jangka 

waktu pembayaran tanpa memberikan margin baru. Hal tersebut 

ditimbulkan karena usaha nasabah mulai menurun dan kemampuan bayar 

nasabah mulai berkurang, maka pihak KSPPS mulai menelusuri kenapa hal 

tersebut terjadi dan pihak KSPPS akan mempertanyakan kepada nasabah. 

Apabila kemampuan usaha nasabah tidak ada, maka tindakan rescheduling 

tidak dapat dilakukan (Diana Eka Putri, Wawancara Pimpinan Cabang 

Bandar Buat, Senin, 14 Februari 2022, 10.00 WIB). 

Pelaksanaan rescheduling telah di atur sesuai dengan Standar 

Operating Procedure (SOP) tentang restrukturisasi pembiayaan yang di atur 

dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS 2008 tentang 
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restrukturisasi. Dalam SOP tersebut, terdapat kebijakan-kebijakan mengenai 

restrukturisasi pembiayaan dan prosedur-prosedur yang harus dilakukan 

dalam pelaksanaan restrukturisasi melalui rescheduling. Prosedur-prosedur 

tersebut antara lain: penetapan kriteria pembiayaan yang yang di 

rescheduling, penetapan satuan kerja untuk menangani proses rescheduling, 

penetapan limit wewenang memutus pembiayaan yang di rescheduling  dan 

penetapan jumlah maksimal pelaksanaan rescheduling pembiayaan 

(Peraturan Bank Indonesia, 2012, hal. 95). 

Prosedur-prosedur diatas yang harus dijalani oleh nasabah maupun 

pihak KSPPS hingga nantinya permohonan rescheduling nasabah 

pembiayaan bermasalah pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar 

Buat dapat terlaksana. Berdasarkan wawancara dengan Diana Eka Putri 

selaku Pimpinan Cabang KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat, 

pelaksanaan rescheduling sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 

10/34/DPbS 2008 yakni: 

a. Penetapan pejabat atau pegawai khusus untuk menangani restrukturisasi 

pembiayaan. 

Pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat 

pelaksanaan rescheduling ditangani oleh account officer, atas persetujuan 

dari pimpinan cabang. 

b. Penetapan limit wewenang memutus pembiayaan yang direstrukturisasi 

Pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat, keputusan 

dilakukannya rescheduling atas pembiayaan bermasalah adalah 

wewenang pimpinan cabang. Pihak KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang 

Bandar Buat tidak memberikan limit atau batasan mengenai jumlah 

pembiayaan dan jangka waktu terhadap pembiayaan yang di 

rescheduling. Jadi, semua pembiayaan yang termasuk kolektibilitas 

kurang lancar, bisa dilaksanakan rescheduling  dengan ketentuan nasabah 

beritikad baik, masih mempunyai prospek usaha dan mempunyai 

kemampuan untuk membayar kewajibannya. 
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c. Kriteria pembiayaan yang dapat direstrukturisasi 

Pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat, 

rescheduling dapat dilakukan terhadap pembiayaan murabahah yang 

berada pada kolektibilitas 3 yakni pembiayaan yang telah mangalami 

penunggakan selama lebih dari 60 hari atau pembiayaan yang kondisinya 

masih bisa diselamatkan. 

d. Sistem dan standard operating prosedure restrukturisasi pembiayaan 

Mengenai hal ini, penyerahan pembiayaan bermasalah dari account 

officer kepada pimpinan cabang untuk dilakukan penanganan atau bisa 

jadi dilakukan rescheduling. Setelah pelaksanaan rescheduling atau 

setelah pembiayaan kembali lancar maka pembiayaan kembali 

diserahkan pimpinan cabang kepada account officer. 

e. Sistem informasi manajemen restrukturisasi pembiayaan 

Sistem informasi manajemen restrukturisasi pembiayaan adalah 

berupa laporan berkala yang didapat setelah account officer melakukan 

monitoring atas pembiayaan murabahah yang telah dilakukan 

rescheduling tersebut (Diana Eka Putri, Wawancara Pimpinan Cabang 

Bandar Buat, Kamis, 14 Juli 2022, 15.00 WIB). 

 

Langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara 

rescheduling pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat 

sebagai berikut: 

a. Pemberitahuan melalui telepon kepada nasabah yang telat melakukan 

pembayaran. 

b. Pemberian Surat Penagihan I (SP 1) kepada nasabah yang telat 

membayar angsuran selama 2 (dua) bulan, adapun Surat Penagihan I (SP 

1) tersebut berisi pemberitahuan mengenai nominal tunggakan angsuran 

pokok dan bagi hasil yang harus dibayar sampai bulan bersangkutan. 

c. Penagihan oleh Account Officer (AO) karena pembiayaan bermasalah 

belum terselesaikan, nasabah akan diminta untuk datang ke KSPPS dan 
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menemui Account Officer (AO) agar permasalahan dapat terselesaikan 

dengan baik-baik perundingan. 

d. Nasabah meminta surat permohonan kepada KSPPS untuk melakukan 

penyelamatan pembiayaan yang nasabah lakukan dengan cara 

memperpanjang jangka waktu angsuran sehingga memudahkan nasabah 

dalam membayar angsuran pembiayaan tersebut. Sehingga dapat 

memperkecil jumlah angsuran pembiayaan yang dibayar setiap bulannya, 

(Guscandra, Wawancara Staf AO, Rabu, 16 Februari 2022, 15.00 WIB). 

Pelaksanaan kebijakan rescheduling dilakukan oleh pihak KSPPS 

BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat sama seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Taqiuddin yaitu pelaksanaan rescheduling dengan 

memanjangkan tempo waktu pembiayaan tanpa adanya penambahan sisa 

hutang nasabah dan penjadwalan ulang pembiayaan itu boleh dilaksanakan 

atas permohonan secara bertulis dari nasabah. Terkait dengan permohonan 

bertulis tersebut kepada pihak lembaga keuangan maka perlu adanya surat 

permohonan rescheduling dari nasabah pembiayaan yang bermasalah dan 

kemudian akan dilakukan analisa penjadwalan ulang (rescheduling) oleh 

pejabat yang diberi tanggung jawab mengenai pelaksanaan rescheduling. 

Setelah membuat surat permohonan dan analisa penjadwalan ulang, maka 

langkah selanjutnya pihak lembaga keuangan memberikan kebijakan-

kebijakannya. Beberapa alternatif kebijakan pelaksanaan rescheduling yang 

dapat diberikan bank atau lembaga keuangan antara lain: 

a. Perpanjangan waktu kredit, Misalnya jangka waktu dua tahun 

diperpanjang menjadi lima tahun, sehingga total angsuran perbulan 

diubah menjadi triwulan. 

b. Jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulan, Perubahan jadwal 

tersebut akan memberi kesempatan nasabah dalam mengumpulkan dana 

untuk mengangsur dalam triwulan. Hal ini disesuaikan dengan 

penerimaan penjualan. 

c. Memperkecil angsuran dengan jangka waktu akan lebih lama (Taqiuddin, 

2017, hal. 175) 
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Pelaksanaan rescheduling di KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang 

Bandar Buat terhadap nasabah pembiayaan bermasalah dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 3 Proses Pengajuan Rescheduling 

 
 

Penjelasan proses rescheduling pada gambar 4.1 tersebut 

bahwasannya pelaksanaan rescheduling dimulai dengan nasabah 
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menyiapkan dokumen dan persyaratan untuk pengajuan rescheduling 

kemudian menyerahkan kepada KSPPS untuk diperiksa kelengkapannya 

dan diverifikasi, selanjutnya apabila dokumen dinyatakan lengkap dan 

kriteria nasabah pembiayaan memenuhi persyaratan, maka dilanjutkan 

dengan negosiasi akad penjadwalan kembali (rescheduling) (Diana Eka 

Putri, Wawancara Pimpinan Cabang Bandar Buat, Senin, 14 Februari 2022, 

10.00 WIB). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KSPPS BTM Sumatra 

Barat Cabang Bandar Buat dan nasabah yang diberikan kebijakan 

rescheduling, penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara 

rescheduling pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat 

dicontohkan sebagai berikut: 

Ibu Fatimah adalah pemilik toko sepatu di Bandar Buat, beliau 

mengajukan pembiayaan Pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar 

Buat untuk menambah modal usaha sepatunya dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

Jumlah pembiayaan : Rp48.000.000,00 

Jangka Waktu : 24 Bulan 

Jumlah Angsuran/Bulan : Rp2.000.000,00 

 

Setelah 1 tahun berjalan Ibu Fatimah mengalami penurunan 

kemampuan membayar dan tergolong sebagai kolektibilitas pembiayaan 

kurang lancar. Hal tersebut dikarenakan adanya kebutuhan lain yang lebih 

mendesak beberapa bulan dan juga pemberlakuan PPKM selama masa 

Covid 19. Maka dalam hal ini pihak KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang 

Bandar Buat melakukan penyelesaian pembiayaan dengan penjadwalan 

kembali (rescheduling).  

Sisa angsuran Ibu Fatimah setelah macet sebesar Rp24.000.000,00. 

setelah pihak KSPPS menganalisis prospek usaha Ibu Fatimah dan dengan 

menyesuaikan kemampuan bayar dari Ibu Fatimah, maka pihak KSPPS 

memberikan kebijakan rescheduling dengan perpanjangan jangka waktu 
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menjadi 24 bulan dengan angsuran lebih rendah menjadi Rp1.000.000 

perbulan.  

Kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian akad penjadwalan 

kembali (resheduling) dinyatakan bahwa nasabah mendapat keringanan 

cicilan pembayaran atau perpanjangan. Jika secara normal Ibu Fatimah 

membayar cicilan selama 2 tahun, maka setelah di rescheduling nasabah 

membayar cicilan dapat diperpanjang menjadi 36 bulan atau 3 tahun, 

sementara angsuran yang semula Rp2.000.000,- per bulan menjadi 

Rp1.000.000 per bulan. 

Perpanjangan waktu angsuran dan angsurannya, pihak lembaga 

keuangan syariah memberikan waktu angsuran yaitu dengan melakukan 

perubahan terhadap kemampuan bayar nasabah, dengan cara memperkecil 

pembayaran dari pembayaran sebelumnya. Nasabah yang pada saat awal 

pembayaran melakukan pembayaran sebanyak 24 kali pembayaran dengan 

besar angsuran Rp2.000.000,- perbulan, setelah satu tahun berjalan nasabah 

tersebut masuk kedalam kolektibilitas kurang lancar, dan nasabah meminta 

kepada lembaga keuangan syariah untuk diperkecil pembayaran 

angsurannya, maka lembaga keuangan syariah akan memperpanjang jangka 

waktu angsuran sebanyak 24 bulan dengan memperkecil cicilan pembayaran 

sebanyak Rp. 1.000.000,- perbulannya sesuai dengan kemampuan nasabah. 

Pada dasarnya apabila jangka waktu pembayaran diperpanjang, maka secara 

otomatis angsuran pembayaran akan berkurang. Dan hal tersebut lebih 

memudahkan nasabah untuk membayar kewajibannya (Guscandra, 

Wawancara Staf AO, Rabu, 16 Februari 2022, 15.00 WIB). 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pimpinan 

cabang Bandar Buat, bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan 

bermasalah melalui rescheduling pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang 

Bandar Buat telah sesuai dengan PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang 

Perubahan PBI Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Restrukturing Pembiayaan 

bagi bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu telah berpedoman dengan 

Standar Operating Prosedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh bank adalah 
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rescheduling. Rescheduling merupakan salah satu upaya penyelamatan 

pembiayaan bermasalah yang paling mudah dipakai dan memiliki risiko 

yang lebih rendah dari pada reconditioning dan restrukturing yang sudah 

dipakai oleh bank  (Diana Eka Putri, Wawancara Pimpinan Cabang Bandar 

Buat, Senin, 14 Februari 2022, 10.00 WIB). 

Pelaksanaan rescheduling yang dilakukan pihak KSPPS BTM 

Sumatra Barat Cabang Bandar Buat membantu nasabah pembiayaan 

mengatasi pembiayaan bermasalah seperti nasabah dengan inisial Bapak R, 

setelah di rescheduling ia mampu untuk kembali membayar kewajibannya 

dan menurutnya pelaksanaan rescheduling tersebut benar-benar 

membantunya untuk menyelesaikan kewajibannya. Hal itu terlihat karena 

setelah rescheduling Bapak R tidak merasa terbebani dengan angsurannya 

dan pembiayaan hampir lunas 5 bulan lagi (Bapak R, Wawancara dengan 

nasabah rescheduling, Senin, 14 Februari 2022, 14.00 WIB). 

Berdasarkan wawancara, hal yang sama juga dialami oleh nasabah 

dengan inisial Ibu N, Ibu N mempunyai usaha sembako. Ibu N melakukan 

pembiayaan di KSPPS untuk tambahan modal miliknya. Awalnya Ibu N 

lancar dalam mengangsur cicilan pembiayaan, namun dipertengahan tahun 

2020 usahanya sepi pembeli dan suaminya tidak bekerja lagi. Hal tersebut 

membuat Ibu N tidak mampu untuk mengangsur kembali cicilan 

pembiayaan sesuai jadwalnya, oleh sebab itu dengan pertimbangan yang 

cukup pihak KSPPS memberikan kebijakan rescheduling kepada Ibu N. 

Setelah di rescheduling Ibu N mampu kembali mengangsur cicilannya tepat 

waktu, karna jumlah angsuran sesudah rescheduling sesuai dengan 

kemampuan Ibu N yang sekarang (Ibu N, Wawancara dengan nasabah 

rescheduling, Selasa, 15 Februari 2022, 11.00 WIB). 

Kebijakan rescheduling yang dilakukan oleh KSPPS BTM Sumatra 

Barat Cabang Bandar Buat sejauh ini memberikan kontribusi yang baik 

untuk meminimalisir dan memberikan solusi bagi nasabah yang masuk 

kedalam nasabah pembiayaan bermasalah, hampir 50% nasabah yang 

mengalami pembiayaan bermasalah berhasil untuk di rescheduling. 
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Meskipun sejatinya angka pencatatan jumlah nasabah pembiayaan 

bermasalah pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat relatif 

tinggi. Akan tetapi, hal tersebut juga membawa pengaruh yang positif bagi 

KSPPS maupun nasabah, lantaran nasabah merasa terbantu dengan adanya 

penjadwalan ulang yang ada di KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar 

Buat. Pengaruh penerapan kebijakan rescheduling juga membawa dampak 

yang positif bagi KSPPS, di mana KSPPS dapat menghindari sekecil 

mungkin kerugian akibat nasabahnya yang bermasalah (Diana Eka Putri, 

Wawancara Pimpinan Cabang Bandar Buat, Senin, 14 Februari 2022, 10.00 

WIB). 

Berdasarkan wawancara dengan nasabah yang dijadikan informan 

dalam peelitian ini, pengaruh positif adanya rescheduling yang dirasakan 

bagi nasabah pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM Sumatra Barat 

Cabang Bandar Buat yaitu nasabah merasa terbantu dengan adanya 

rescheduling pembayaran angsuran kewajiban terhadap pihak bank. Hal 

tersebut lantaran prosedur rescheduling yang diberikan oleh KSPPS dirasa 

tidak memberatkan nasabah, tidak ada tambahan margin. Alasan lain juga 

diutarakan nasabah yang mengajukan penjadwalan ulang sisa pinjaman, 

yang merasa sangat diperhatikan oleh pihak KSPPS, lantaran selalu 

diingatkan oleh KSPPS saat sebelum jatuh tempo. 

Namun tidak semua nasabah yang sudah dilakukan kebijakan 

rescheduling mampu untuk menyelesaikan pembiayaan dengan lancar, ada 

nasabah yang masih terkendala bahkan masih macet untuk membayar 

angsurannya. Hal tersebut disebabkan karena kelemahan pihak KSPPS 

dalam menganalisis dari sisi dokumen, misalnya pihak KSPPS menerima 

pembukuan yang tidak jelas dari usaha nasabah. Kelemahan lain yaitu 

kurangnya pihak KSPPS dalam melakukan pengawasan dan monitoring 

pada pembiayaan nasabah. Pihak KSPPS jarang mendatangi usaha nasabah, 

pengawasan dan monitoring yang di lakukan seringkali hanya melalui 

telepon. Sehingga pihak KSPPS tidak mengetahui secara jelas keadaan dari 

usaha nasabah, dan hal tersebut dimanfaatkan nasabah untuk tidak jujur 
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mengenai usahanya kepada KSPPS (Guscandra, Wawancara Staf AO, Rabu, 

16 Februari 2022, 15.00 WIB). 

Selain kelemahan dari pihak KSPPS, beberapa penyebab lainnya 

karna masih adanya nasabah yang masih kesulitan bahkan macet untuk 

mengangsur kewajibannya seperti usaha yang tidak mampu berjalan dan 

prospeknya memburuk dan kecerobohan nasabah, contoh kasusnya adalah 

pada saat jadwal pembayaran angsuran, uang nasabah digunakan untuk 

perputaran usaha lain atau keperluan lainya. Akhirnya nasabah yang sudah 

di rescheduling tersebut masih mengalami kesulitan dalam mengangsur 

kewajibannya. Jika rescheduling tidak berhasil, maka langkah yang diambil 

pihak KSPPS adalah dengan penyitaan dan eksekusi jaminan. Eksekusi 

jaminan tersebut dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar 

bagi pihak KSPPS. 

Pihak KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat dapat 

melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah bagi nasabah yang tidak 

bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya melalui eksekusi jaminan 

dengan ketentuan objek atau jaminan tersebut nasabah mewakilkan 

penjualannya kepada pihak KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar 

Buat dengan harga pasar yang disepakati, nasabah melunasi sisa utangnya 

kepada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat dari hasil 

penjualan, apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka pihak KSPPS 

mengembalikan sisanya kepada nasabah, apabila hasil penjualan lebih kecil 

dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah (Diana Eka 

Putri, Wawancara Pimpinan Cabang Bandar Buat, Senin, 14 Februari 2022, 

10.00 WIB). 

Pada dasarnya pelaksanaan rescheduling dilakukan untuk membantu 

nasabah pembiayaan mengatasi kesulitan usaha yang dihadapi, sehingga 

memiliki kemampuan menjalankan aktivitas bisnisnya kembali seperti 

semula, termasuk memulihkan kemampuan memenuhi kewajiban terhadap 

bank. Namun jika peringatan dan perpanjangan tidak juga berhasil dan 
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nasabah tidak ada itikad baik maka penyelesaian akan berlanjut kepada 

eksekusi jaminan (Hasan, 2019, hal. 126). 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, wawancara dengan pihak 

KSPPS BTM Sumatra Barat dan beberapa nasabah pembiayaan yang 

diberikan pelaksanaan rescheduling. penulis melihat bahwasanya: 

a. Pelaksanaan rescheduling pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang 

Bandar Buat dilakukan pada pembiayaan yang berada pada kolektibilitas 

3 atau kurang lancar, yang harus melewati serangkaian analisa kelayakan, 

seperti adanya iktikad baik dan prospek usaha nasabah yang masih 

berjalan baik. 

b. Pelaksanaan rescheduling dimulai dengan nasabah menyiapkan dokumen 

dan persyaratan untuk pengajuan rescheduling kemudian menyerahkan 

kepada KSPPS untuk diperiksa kelengkapannya dan diverifikasi, 

selanjutnya apabila dokumen dinyatakan lengkap dan kriteria nasabah 

pembiayaan memenuhi persyaratan, maka dilanjutkan dengan negosiasi 

akad penjadwalan kembali (rescheduling). 

c. Pelaksanaan rescheduling pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang 

Bandar Buat dilakukan sesuai sesuai dengan Peraturan Menteri Negara 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUM/X/2007 

tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, 

penjadwalan ulang (rescheduling) dilakukan dengan mengubah atau 

mengatur kembali jangka waktu pembiayaan dengan memperkecil 

jumlah angsuran tanpa adanya biaya ganti rugi, penambahan kewajiban 

tersisa atau penambahan margin, namun hanya untuk biaya asuransi dan 

biaya materai. 

d. Jika rescheduling tidak berhasil, maka langkah yang diambil pihak 

KSPPS adalah dengan penyitaan dan eksekusi jaminan.  
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2. Kendala Implementasi Rescheduling Dalam Penyelesaian Pembiayaan 

Bermasalah Pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat 

Pada dasarnya rescheduling dilakukan untuk membantu meringankan 

nasabah yang kesulitan dalam membayar angsurannya yang sudah jatuh 

tempo dengan cara menambahkan jangka waktu angsuran dan tidak 

menambah tagihan yang tersisa, namun dalam pelaksanaannya masih 

terdapat kendala yang menyebabkan nasabah masih belum mampu melunasi 

kewajibannya (Guscandra, Wawancara Staf AO, Rabu, 16 Februari 2022, 

15.00 WIB). 

Berdasarkan hasil wawancara yang yang penulis lakukan, terdapat 

kendala pada pelaksanaan rescheduling dalam penyelesaian pembiayaan 

bermasalah pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat, kendala 

tersebut seperti: 

a. Usaha atau kegiatan yang dibiayai dengan pembiayaan telah berhenti 

atau tutup akibat mengalami kerugian, ditipu, dan lain sebagainya. 

b. Kecerobohan nasabah, contoh kasusnya adalah pada saat jadwal 

pembayaran angsuran, uang nasabah digunakan untuk perputaran usaha 

lain atau keperluan lainya. 

c. Pendapatan nasabah menurun, tidak sesuainya pendapatan dengan jumlah 

kewajiban kepada KSPPS, sehingga berakibat terjadinya tunggakan 

pembayaran kewajiban nasabah kepada KSPPS.  

d. Kecurangan atau ketidakjujuran nasabah dalam mengelola pembiayaan, 

seperti nasabah tidak jujur atas keuntungan bersih yang diterimanya 

setiap bulan karna tidak ada pembukuan yang jelas (Diana Eka Putri, 

Wawancara Pimpinan Cabang Bandar Buat, Senin, 14 Februari 2022, 

10.00 WIB). 

e. Force majeure merupakan keadaan di luar prediksi kita, dalam artian 

seperti kita memprediksi nasabah ini akan lancar membayarnya, tetapi 

menjadi terhambat atau angsurannya menjadi nunggak karena si nasabah 

ini terkena musibah, seperti yang dialami oleh nasabah dengan inisial 

Bapak S yang awalnya lancar mengangsur namun setelah bapak tersebut 
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kecelakaan motor dan menyebabkan kakinya patah dan tidak dapat 

bekerja menyebabkan angsurannya macet, setelah dilakukan 

rescheduling, si nasabah tersebut juga masih kesulitan untuk membayar 

kewajibannya. Namun, setelah nasabah dapat bekerja kembali, ia dapat 

mengangsur kewajibannya dengan lancar kembali (Bapak S, Wawancara 

dengan nasabah rescheduling, Selasa, 15 Februari 2022, 11.00 WIB). 

f. Covid 19, juga menjadi kendala dalam pelaksanaan rescheduling pada 

saat ini. Banyak usaha nasabah yang tidak memperoleh keuntungan 

bahkan usahanya tutup diakibatkan pemberlakukan PPKM akibat Covid 

19 tersebut. Contohnya nasabah dengan inisial Ibu D yang mengambil 

pembiayaan di KSPPS BTM Cabang Bandar Buat untuk usaha laundry 

miliknya. Usaha tersebut dinilai baik dan strategis oleh KSPPS karna 

berada di lingkungan kampus UPI, yang mana banyak mahasiswa yang 

akan melaundry pakaiannya. Namun karna adanya Covid 19 dan ada 

kebijakan kampus untuk belajar daring sangat jarang lagi ada yang 

melaundry karna sebagian mahasiswa langganannya pulang kampung. 

Akibatnya usaha miliknya sepi dan Ibu D tidak bisa membayar 

angsurannya (Ibu D, Wawancara dengan nasabah rescheduling, Selasa, 

15 Februari 2022, 10.00 WIB).  

Hal yang sama juga dialami oleh nasabah dengan inisial Ibu R yang 

mengambil pembiayaan di KSPPS BTM Cabang Bandar Buat tahun 2018 

untuk tambahan usaha jualan harian miliknya. Awalnya Ibu R ini lancar 

dalam membayar angsuran kewajiban setiap bulannya, namun 

pertengahan tahun 2019 Ibu R mulai tidak lancar, hal tersebut 

dikarenakan usahanya sepi pembeli akibat pandemi. Ibu R mengajukan 

rescheduling, kebijakan rescheduling sangat membantu Ibu R karena 

jumlah angsuran yang sudah di rescheduling disesuaikan oleh 

kemampuan Ibu R. Namun karna usaha yang masih sepi dan pendapatan 

belum stabil, Ibu R terkadang masih telat membayar angsuran sesuai 

jadwal yang sudah ditentukan saat proses rescheduling. (Ibu R, 
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Wawancara dengan nasabah rescheduling, Kamis, 17 Februari 2022, 

10.00 WIB).  

g. Selain kendala dari pihak nasabah, pelaksanaan rescheduling juga 

terkendala oleh pihak KSPPS seperti kelemahan dalam analisis 

pembiayaan dan kelengkapan dokumen dari nasabah. Pihak KSPPS BTM 

Sumatra Barat Cabang Bandar Buat kurang cermat dalam menganalisis 

dan melakukan penilaian kelayakan pembiayaan sehingga tidak sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan, kelemahan dalam menganalisis 

karakter dan prospek usaha nasabah serta kurang optimalnya pengawasan 

dan monitoring terhadap pembiayaan dan usaha nasabah secara langsung 

oleh pihak KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat. 

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaaan 

rescheduling pembiayaan pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar 

Buat terkendala disebabkan oleh tiga faktor, yaitu internal, eksternal dan 

Force majeure. 

a. Faktor internal merupakan faktor yang terdapat dalam internal KSPPS 

BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat sendiri yang dipicu oleh 

beberapa hal, yaitu: 

1) Kelemahan dalam analisis pembiayaan Pihak KSPPS BTM Sumatra 

Barat Cabang Bandar Buat kurang cermat dalam menganalisis dan 

melakukan penilaian kelayakan pembiayaan sehingga tidak sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini seperti yang 

disampaikan pada buku Fatturahman Djamil disebutkan bahwa salah 

satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan karena 

faktor internal bank yaitu kelemahan dalam menganalisis pembiayaan, 

kelemahan dalam mengawasi pembiayaan, dan kecerobohan petugas 

lembaga keuangan. (Djamil, 2012, hal. 78). 

2) Kurang optimalnya kontrol dari pihak KSPPS BTM Sumatra Barat 

Cabang Bandar Buat. Walaupun monitoring dan pemantauan secara 

rutin serta berkelanjutan merupakan salah satu cara untuk 
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meminimalisir risiko bisnis dalam pemberian pembiayaan, pada 

kenyataannya pihak supervisi pembiayaan di KSPPS BTM Sumatra 

Barat Cabang Bandar Buat kurang optimal dalam melakukan 

pengawasan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan. Pihak 

KSPPS hanya melakukan pengawasan lewat telepon, itupun hanya 

untuk memberitahukan kepada nasabah jadwal jatuh tempo 

pembayarannya. Hal serupa juga di sampaikan dalam buku karangan 

Vithzal Rivai, bahwasannya salah satu penyebab terjadinya 

pembiayaan bermasalah adalah pihak lembaga keuangan kurang 

mengadakan kunjungan ke lokasi nasabah sehingga pengawasan yang 

dilaksanakan terhadap pembiayaan itu kurang optimal dan 

menyebabkan rentan terjadinya pembiayaan bermasalah (Rivai, 2007, 

hal. 479) 

b. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari kelemahan 

atau kesalahan dari pihak nasabah yang antara lain dipicu oleh: 

1) Adanya iktikad tidak baik dari nasabah 

Adanya iktikad tidak baik terindikasi dari seringnya terjadi 

penundaan pembayaran walaupun secara pengamatan nasabah mampu 

untuk membayar. Fakta yang sering terjadi adalah keuntungan yang 

didapat nasabah dari usaha seharusnya disisihkan untuk pembayaran 

angsuran, tetapi digunakan untuk keperluan lain. Hal tersebut seperti 

yang disampaikan oleh Kasmir dalam bukunya yang berjudul 

Manajemen Perbankan, disebutkan bahwa penyebab terjadinya 

pembiayaan bermasalah adalah karena adanya unsur kesengajaan 

untuk tidak mengangsur atau membayar sesuai jadwal yang disepakati 

di awal oleh kedua belah pihak (Kasmir, Manajemen Perbankan, 

2002, hal. 102) 

2) Pendapatan nasabah yang menurun 

Penurunan pendapatan nasabah disebabkan oleh kurang 

berkembangnya usaha yang dijalankan. Nasabah mengeluh pelanggan 

atau pembeli semakin sepi yang mengakibatkan pendapatan terus 
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menurun dan akhirnya tidak mampu membayar angsuran tepat waktu 

kepada pihak KSPPS. Menurut penuturan nasabah Ibu R, beliau 

kesulitan mengangsur dikarenakan usahanya semakin sepi sehingga 

pendapatanya menurun dan hanya bisa digunakan untuk mencukupi 

kebutuhan sehari-hari (Ibu R, Wawancara dengan nasabah 

rescheduling, Kamis, 17 Februari 2022, 10.00 WIB). 

3) Kecurangan atau ketidakjujuran nasabah dalam mengelola 

pembiayaan, seperti nasabah tidak jujur atas keuntungan bersih yang 

diterimanya setiap bulan karna tidak ada pembukuan yang jelas. Hal 

sama seperti yang disampaikan pada buku Hedrojogi, disebutkan salah 

satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena 

kecurangan atau ketidakjujuran nasabah dalam mempergunakan 

pembiayaan yang diperoleh dan ketidakjujuran mengenai keuntungan 

sebenernya yang diperoleh oleh nasabah (Hedrojogi, 2004, hal. 20) 

c. Force majeure merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang berada di 

luar prediksi atau kendali para pihak, dalam artian seperti memprediksi 

nasabah ini akan lancar membayarnya, tetapi menjadi terhambat atau 

angsurannya menjadi nunggak karena nasabah ini terkena musibah, 

bencana alam dan Covid-19 atau hal-hal diluar prediksi yang 

menyebabkan nasabah tidak mampu membayar kewajibannya tepat 

waktu (Rahmawati, 2017, hal. 83-85). 

Sama halnya yang terjadi oleh nasabah pembiayaan pada KSPPS BTM 

Sumatra Barat, kebanyakan dari mereka telat atau tidak bisa membayar 

kewajibannya diakibatkan karna Covid-19 yang menyebabkan usaha 

nasabah mengalami penurunan pendapatan, sehingga nasabah tidak 

mampu membayar kewajibannya dengan tepat waktu walaupun nasabah 

tersebut sudah di rescheduling. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti 

paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan rescheduling pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar 

Buat dilakukan pada pembiayaan yang berada pada kolektibilitas kurang 

lancar, yang harus melewati serangkaian analisa kelayakan, seperti adanya 

iktikad baik dan prospek usaha nasabah yang masih berjalan baik. 

Pelaksanaan rescheduling dimulai dengan nasabah menyiapkan dokumen 

dan persyaratan untuk pengajuan rescheduling kemudian menyerahkan 

kepada KSPPS untuk diperiksa kelengkapannya dan diverifikasi, 

selanjutnya apabila dokumen dinyatakan lengkap dan kriteria nasabah 

pembiayaan memenuhi persyaratan, maka dilanjutkan dengan negosiasi 

akad penjadwalan kembali (rescheduling). Pelaksanaan rescheduling pada 

KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat dilakukan dengan 

mengubah atau mengatur kembali jangka waktu pembiayaan dengan 

memperkecil jumlah angsuran tanpa adanya biaya ganti rugi, penambahan 

kewajiban tersisa atau penambahan margin, namun hanya untuk biaya 

asuransi dan biaya materai. 

2. Kendala pelaksanaan rescheduling pada KSPPS BTM Sumatra Barat 

Cabang Bandar Buat antara lain berasal dari faktor internal (pihak KSPPS 

BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat), faktor eksternal (pihak nasabah) 

dan faktor force majeure (keadaan diluar prediksi). 

B. Saran 

1. Bagi Perusahaan 

Bagi KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat agar dalam 

menganalisa dokumen pembiayaan terhadap calon nasabah harus dilakukan 

lebih hati-hati lagi, pihak KSPPS harus lebih memahami karakter, prospek 

usaha nasabah dan memaksimalkan pengawasan dan monitoring terhadap 

usaha nasabah secara langsung agar dapat meminimalisir risiko kerugian. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

literatur dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang penerapan 

rescheduling pada pembiayaan bermasalah dengan objek dan sudut pandang 

yang berbeda sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang kajian 

ekonomi Islam khususnya dalam lembaga keuangan syariah. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

Pihak KSPPS BTM SUMBAR Cabang Bandar Buat 

 

Pertanyaan Wawancara untuk Kepala Cabang: 

1. Jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak KSPPS? 

2. Pembiayaan yang paling diminati? 

3. Pembiayaan yang sering bermasalah dan alasan? 

4. Bagaimana Pembiayaan yang dikategorikan bermasalah? 

5. Dampak yang ditimbulkan akibat pembiayaan bermasalah? 

6. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah? 

7. Bagaimana prosedur pelaksanaan rescheduling yang dilakukan KSPPS? 

8. Apakah ada biaya tambahan saat rescheduling? 

9. Ketentuan nasabah yang diberikan kebijakan rescheduling? 

10. Apakah nasabah diberikan kebebasan untuk ikut serta dalam menentukan 

pelaksanaan rescheduling? 

11. Bagaimana analisis yang dilakukan oleh pihak KSPPS kepada nasabah yang 

mengajukan rescheduling? 

12. Apakah ada pengawasan setelah pelaksanaan rescheduling? 

13. Apakah tujuan pelaksanaan rescheduling? 

14. Apakah tujuan pelaksanaan rescheduling tersebut tercapai? 

15. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari rescheduling? 

16. Apa saja kendala/hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan rescheduling? 

17. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan/kendala tersebut? 

18. Bagaimana jika nasabah tetap tidak bisa membayar angsuran/tetap macet 

setelah dilakukan rescheduling? 
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Pertanyaan Wawancara untuk Account Officer: 

1. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan hingga proses pencairan pada 

KSPPS BTM Sumatra Barat? 

2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan pihak KSPPS setelah memberikan 

pembiayaan kepada nababah? 

3. Apakah analisis 5C sudah cukup baik untuk mengurangi pembiayaan 

bermasalah? 

4. Bagaimana Pembiayaan yang dikategorikan bermasalah? 

5. Penyebab pembiayaan bermasalah? 

6. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah? 

7. Bagaimana prosedur pelaksanaan rescheduling yang dilakukan KSPPS? 

8. Apakah ada biaya tambahan saat rescheduling? 

9. Ketentuan nasabah yang diberikan kebijakan rescheduling? 

10. Bagaimana analisis yang dilakukan oleh pihak KSPPS kepada nasabah yang 

mengajukan rescheduling? 

11. Apakah ada pengawasan setelah pelaksanaan rescheduling? 

12. Apa saja kendala/hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan rescheduling? 

13. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan/kendala tersebut? 

14. Bagaimana jika nasabah tetap tidak bisa membayar angsuran/tetap macet 

setelah dilakukan rescheduling? 

 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

Nasabah KSPPS BTM SUMBAR Cabang Bandar Buat 

1. Akad pembiayaan yang dilakukan? 

2. Sejak kapan menggunakan fasilitas pembiayaan? 

3. Pembiayaan yang di dapat dipergunakan untuk apa? 

4. Apakah sebelum diberikan pembiayaan, pihak KSPPS melakukan survey 

5. Apakah ada pengawasan dari pihak KSPPS setelah pencairan dana? 

6. Apakah bapak/ibu mengalami kesulitan mengangsur? 

7. Kendala apa saja yang menyebabkan kesulitan dalam mengangsur? 
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8. Bagaimana penanganan pihak KSPPS dalam membantu pembiayaan 

bapak/ibu yang kurang lancar? 

9. Apakah kebijakan rescheduling yang diberikan pihak KSPPS mampu 

mengatasi kesulitan bapak/ibu daam mengangsur kembali? 

10. Apakah pihak KSPPS melakukan survey sebelum pelaksanaan Apakah 

bapak/ibu puas dengan pelaksanaan rescheduling? 

11. Apakah bapak/ibu diberikan kebebasan untuk ikut serta dalam menentukan 

pelaksanaan rescheduling? 

12. Apakah jumlah angsuran setelah rescheduling sudah sesuai dengan 

kemampuan bapak/ibu 

13. Apakah ada pengawasan pembiayaan yang dilakukan pihak KSPPS setelah 

kebijakan  rescheduling dilakukan? 

14. Apakah ada tambahan biaya saat pelaksanaan rescheduling? 

15. Kendala dan hambatan yang bapak/ibu alami setelah proses rescheduling? 

16. Apakah bapak/ibu puas dengan pelaksanaan rescheduling? 

 

Lampiran 2 Laporan Hasil Wawancara 

Pihak KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat 

1. Tanggal : 14 Februari 2022 

 Narasumber : Diana Eka Putri 

 Jabatan : Kepala/Pimpinan Cabang 

 

a. Jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak KSPPS? 

Jawab: “Pembiayaan yang ditawarkan pada KSPPS BTM Sumatera Barat 

yaitu Murabahah, Ba‟i Bitsamal Ajil, dan  Ijarah.” 

b. Pembiayaan yang paling diminati? 

Jawab: “Ba‟i Bitsamal Ajil karna lebih simpel, mudah dan ideal di daerah 

Bandar Buat.” 

c. Pembiayaan yang sering bermasalah dan alasan? 

Jawab: “Ba‟i Bitsamal Ajil, karna pembiayaan banyak menggunakan akad 

Ba‟i Bitsamal Ajil.” 
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d. Bagaimana Pembiayaan yang dikategorikan bermasalah? 

Jawab: “Pembiayaan nasabah berada pada kolektibilitas 3 (kurang lancar) 

angsuran pembiayaan sering terlambat, angsuran yang dibayarkan 

tidak full dan nasabah yang susah ditemui.” 

e. Dampak yang ditimbulkan akibat pembiayaan bermasalah? 

Jawab: “Laba menurun, penerimaan magin tidak sesuai dengan jadwal, 

biaya operasional untuk penagihan meningkat.” 

f. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah? 

Jawab: “Setelah pembiayaan disimpulkan macet maka harus segera 

dilakukan identifikasi masalah mengenai penyebab mengapa 

pembiayaan tersebut menjadi macet. Jika penyebab terjadinya 

pembiayaan macet adalah karena karakter dari debitur tersebut 

maka, KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat akan 

melakukan pengintensifan kunjungan ketempat tinggal dan usaha 

debitur, melakukan pendekatan ahli waris. Dan bila penyebab 

terjadinya pembiayaan macet adalah karena masalah ekonomi maka 

KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat akan melakukan 

Rescheduling (penjadwalan kembali) terhadap pembiayaan tersebut. 

Jika upaya-upaya yang dilakukan diatas tersebut masih belum dapat 

menyelesaikan masalah yang ada yaitu kredit macet maka pihak 

KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat akan melakukan 

eksekusi jaminan atau penyitaan jaminan.” 

g. Bagaimana prosedur pelaksanaan rescheduling yang dilakukan KSPPS? 

Jawab: “Pelaksanaan kebijakan rescheduling dilakukan dengan 

memanjangkan tempo waktu pembiayaan dan memperkecil jumlah 

angsuran sesuai kesanggupan nasabah. Rescheduling dilakukan 

kepada nasabah yang kolektibilitas pembiayaannya berada pada 

kolektibilitas 3, nasabah mempunyai i‟tikad baik dan mengajukan 

surat permohonan kepada pihak KSPPS. Biaya pada saat 

rescheduling hanya biaya asuransi dan biaya materai dan sebelum 

kebijakan rescheduling diberikan, pihak KSPPS akan melakukan 

survey dan analisis kembali terhadap dokumen dan usaha nasabah.” 

h. Apakah ada biaya tambahan saat rescheduling? 

Jawab: “Biaya tambahan saat rescheduling hanya biaya asuransi dan biaya 

materai.” 

i. Ketentuan nasabah yang diberikan kebijakan rescheduling? 

Jawab: “Nasabah yang berikan kebijakan rescheduling yaitu nasabah yang 

mempuyai i‟tikad baik dan mengajukan surat permohonan kepada 

pihak KSPPS, dan prospek usaha nasabah masih ada walaupun 

mengalami penurunan pendapatan.” 

j. Apakah nasabah diberikan kebebasan untuk ikut serta dalam menentukan 

pelaksanaan rescheduling? 
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Jawab: “Tidak, Kebijakan rescheduling hanya berdasarkan ketentuan dan 

wewenang dari pihak KSPPS.” 

k. Bagaimana analisis yang dilakukan oleh pihak KSPPS kepada nasabah yang 

mengajukan rescheduling? 

Jawab: “Pihak KSPPS akan memeriksa dan menganalisis surat 

permohonan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, setelah itu 

akan dilakukan survey di tempat tinggal dan usaha dari nasabah. 

pihak KSPPS akan melihat bagaimana keadaan usaha dari nasabah 

apakah masih memiliki prospek atau tidak, pihak KSPPS juga akan 

melihat bagaimana karakter dari nasabah. Sehingga pada 

kesimpulan nasabah tersebut layak diberikan kebijakan rescheduling 

atau tidak.” 

l. Apakah ada pengawasan setelah pelaksanaan rescheduling? 

Jawab: “Ada, pihak KSPPS akan melakukan pengawasan by call setiap 

bulannya sebelum jatuh waktu tempo angsuran nasabah setiap 

bulan, biasanya 3 hari sebelum waktu jatuh tempo.” 

m. Apakah tujuan pelaksanaan rescheduling? 

Jawab: “Tujuan pelaksanaan rescheduling mengurangi pembiayaan 

bermasalah dan akan membantu nasabah aga dapat mengangsur 

kembali kewajibannya, dan pihak KSPPS akan menerima kembali 

pembiayaan yang telah diberikan.” 

n. Apakah tujuan pelaksanaan rescheduling tersebut tercapai? 

Jawab: “Tercapai, namun ada beberapa nasabah yang masih macet dan 

pembiayaannya masih bermasalah.” 

o. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari rescheduling? 

Jawab: “Kelebihannya yaitu mengurangi pembiayaan bermasalah dan akan 

membantu nasabah aga dapat mengangsur kembali kewajibannya, 

dan pihak KSPPS akan menerima kembali pembiayaan yang telah 

diberikan. Kekurangannya yaitu pembiayaan yang berikan akan 

lebih lama pengembaliannya.” 

p. Apa saja kendala/hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan rescheduling? 

Jawab: “Nasabah setelah rescheduling masih telat bayar disebabkan 

karena usahanya semakin menurun, pendapatanya digunakan untuk 

kebutuhan lainnya, kecelakaan dan covid 19. Ada juga kendala 

karena kecurangan dan ketidakjujuran nasabah mengenai 

pembukuan usahanya.” 

q. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan/kendala tersebut? 

Jawab: “Pihak KSPPS menerapkan sistem papah, yaitu menerima berapa 

saja jumlah angsuran yang diberikan walaupun jumlahnya lebih 

kecil dari kesepakatan saat rescheduling.” 

r. Bagaimana jika nasabah tetap tidak bisa membayar angsuran/tetap macet 

setelah dilakukan rescheduling? 
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Jawab: “Langkah yang diambil pihak KSPPS jika nasabah masih tetap 

tidak mampu membayar angsuran tetap waktu setelah di 

rescheduling maka akan dilakukan penyitaan dan eksekusi 

jaminan. Dalam eksekusi jaminan, pihak KSPPS akan menjual 

jaminan milik nasabah. jika nilai penjualannya melebihidari 

kewajiban nasabah maka sisanya akan dikembalikan kepada 

nasabah, namun jika penjualannya lebih kecil dari hutang 

nasabaha maka sisa pembiayaan tetap menjadi kewajiban 

nasabah.” 

 

 

2. Tanggal : 16 Februari 2022 

 Narasumber : Guschandra 

 Jabatan : Account Officer 

 

a. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan hingga proses pencairan pada 

KSPPS BTM Sumatra Barat? 

Jawab: “1) anggota/nasabah mengajukan permohonan kepada pihak 

KSPPS dengan membawa berkas-berkas persyaratan pengajuan 

seperti KTP suami istri, fotokopi kartu keluarga, fotocopi surat 

nikah, foto usaha dan fotocopi jaminan. 

2) pihak KSPPS akan melakukan survey ke rumah dan tempat 

usaha nasabah. Survey tersebut dengan mengambil foto rumah, 

foto usaha dan jaminan. 

3) Setelah semua berkas lengkap, pihak KSPPS akan melakukan 

analisa 5C (character,capital,capacity,condition dan colleteral) 

terlebih dahulu, yang tujuannya melihat apakah nasabah layak 

untuk diberi pembiayaan atau tidak. 

4) Apabila pengajuan pembiayaan nasabah disepakati oleh pihak 

KSPPS, maka akan diberitahu kepada nasabah dan kemudian 

pihak KSPPS akan membuat lembar kesepakatan terkait jumlah 

angsuran dan jangka waktu pembayaran untuk perealisasian 

permohonan pembiayaan. 

5) Setelah akad di sepakati lalu ditanda tangani oleh pihak KSPPS 

dan nasabah, kemudian nasabah akan menyerahkan jaminan 

pada KSPPS. 

6) Jika nasabah belum mempunyai rekening simpanan di KSPPS, 

maka diharuskan membuka rekening terlrbih dahulu. Tujuan 

dari pembukuan rekening tersebut sebagai pencairan dana 

lewat tabungan dan sebagai pembukuan pembiayaan atau 

pembayaran angsuran dari nasabah kepada pihak KSPPS. 

7) Selanjutnya setelah menerima pembiayaan, nasabah membayar 

di kantor KSPPS secara angsuran sesui kesepakatan.” 
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b. Bagaimana pengawasan yang dilakukan pihak KSPPS setelah memberikan 

pembiayaan kepada nababah? 

Jawab: “Pihak KSPPS akan melakukan pengawasan by call setiap bulannya 

sebelum jatuh waktu tempo angsuran nasabah setiap bulan, 

biasanya 3 hari sebelum waktu jatuh tempo, dan pemberian surat 

peringatan atau teguran jika nasabah dalam 10 hari masih 

mengalami tunggakan pembayaran.” 

c. Apakah analisis 5C sudah cukup baik untuk mengurangi pembiayaan 

bermasalah? 

Jawab: “Baik, Pihak KSPPS sudah melakukan analisis 5C sebelum 

pemberian pembiayaan yang tujuannya untuk meminimalisir 

terjadinya kerugian, namun ternyata pihak KSPPS masih mengalami 

kecolongan seperti nasabah yang tidak jujur atas usahanya dan atau 

mungkin di tengah pembiayaan nasabah mengalami kecelakaan 

yang menyebabkan pembiayaan nasabah bermasalah. Dan hal 

tersebut diluar kendali dari pihak KSPPS.” 

d. Bagaimana Pembiayaan yang dikategorikan bermasalah? 

Jawab: “Angsuran pembiayaan sering terlambat, angsuran yang 

dibayarkan tidak full, nasabah sulit ditemui.” 

e. Penyebab pembiayaan bermasalah? 

Jawab: “Penyebab pembiayaan bermasalah adalah karakter dan masalah 

ekonomi nasabah. Tetapi untuk akhir tahun 2019 sampai akhir 2021 

penyebab utamanya adalah pemberlakuan PPKM (Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat) karna adanya covid 19.” 

f. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah? 

Jawab: “Penanganan pembiayaan bermasalah KSPPS BTM Sumatra Barat 

Cabang Bandar Buat akan melakukan Rescheduling (penjadwalan 

kembali) terhadap pembiayaan tersebut.” 

g. Bagaimana prosedur pelaksanaan rescheduling yang dilakukan KSPPS? 

Jawab: “Pelaksanaan kebijakan rescheduling dilakukan dengan 

memanjangkan tempo waktu pembiayaan dan memperkecil jumlah 

angsuran sesuai kesanggupan nasabah. Rescheduling dilakukan 

kepada nasabah yang kolektibilitas pembiayaannya berada pada 

kolektibilitas 3, nasabah mempunyai i‟tikad baik dan mengajukan 

surat permohonan kepada pihak KSPPS. Biaya pada saat 

rescheduling hanya biaya asuransi dan biaya materai dan sebelum 

kebijakan rescheduling diberikan, pihak KSPPS akan melakukan 

survey dan analisis kembali terhadap dokumen dan usaha nasabah.” 

h. Apakah ada biaya tambahan saat rescheduling? 

Jawab: “Biaya tambahan saat rescheduling hanya biaya asuransi dan biaya 

materai.” 

 



90 
 

 
 

i. Ketentuan nasabah yang diberikan kebijakan rescheduling? 

Jawab: “Nasabah yang berikan kebijakan rescheduling yaitu nasabah yang 

mempuyai i‟tikad baik dan mengajukan surat permohonan kepada 

pihak KSPPS, dan prospek usaha nasabah masih ada walaupun 

mengalami penurunan pendapatan.” 

j. Bagaimana analisis yang dilakukan oleh pihak KSPPS kepada nasabah yang 

mengajukan rescheduling? 

Jawab: “Pihak KSPPS akan memeriksa dan menganalisis surat 

permohonan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, setelah itu 

akan dilakukan survey di tempat tinggal dan usaha dari nasabah. 

pihak KSPPS akan melihat bagaimana keadaan usaha dari nasabah 

apakah masih memiliki prospek atau tidak, pihak KSPPS juga akan 

melihat bagaimana karakter dari nasabah. Sehingga pada 

kesimpulan nasabah tersebut layak diberikan kebijakan rescheduling 

atau tidak.” 

k. Apakah ada pengawasan setelah pelaksanaan rescheduling? 

Jawab: “Ada, pihak KSPPS akan melakukan pengawasan by call setiap 

bulannya sebelum jatuh waktu tempo angsuran nasabah setiap 

bulan, biasanya 3 hari sebelum waktu jatuh tempo.” 

l. Apa saja kendala/hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan rescheduling? 

Jawab: “Masih ada nasabah yang macet setelah di rescheduling disebabkan 

karena usahanya semakin menurun, pendapatanya digunakan untuk 

kebutuhan lainnya, kecelakaan dan covid 19.” 

m. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan/kendala tersebut? 

Jawab: “Pihak KSPPS menerapkan system papah, yaitu menerima berapa 

saja jumlah angsuran yang diberikan walaupun jumlahnya lebih 

kecil dari kesepakatan saat rescheduling.” 

n. Bagaimana jika nasabah tetap tidak bisa membayar angsuran/tetap macet 

setelah dilakukan rescheduling? 

Jawab: “Pihak KSPPS Akan melakukan penyitaan dan eksekusi jaminan.” 
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Nasabah Pembiayaan 

1. Tanggal : 14 Februari 2022 

 Narasumber : Bapak R 

 Jabatan : Nasabah Pembiayaan 

 

a. Akad pembiayaan yang dilakukan? 

Jawab: “Ba‟i Bitsamal Ajil.” 

b. Sejak kapan menggunakan fasilitas pembiayaan? 

Jawab: “Pembiayaan pertama awal tahun 2017 dan pembiayaan yang 

kedua pertengahan tahun 2019.” 

c. Pembiayaan yang di dapat dipergunakan untuk apa? 

Jawab: “Tambahan modal usaha perabot.” 

d. Apakah sebelum diberikan pembiayaan, pihak KSPPS melakukan survey? 

Jawab: “Iya, Pihak KSPPS melakukan survey untuk melihat keadaan tempat 

tinggal, usaha dan jaminan.” 

e. Apakah ada pengawasan dari pihak KSPPS setelah pencairan dana? 

Jawab: “Ada, pihak KSPPS akan menelpon 3 hari sebelum jadwal 

pembayaran setiap bulan.” 

f. Apakah bapak/ibu mengalami kesulitan mengangsur? 

Jawab: “Pembiayaan yang pertama pada tahun 2017 saya lancar 

mengangsur sampai terakhir angsuran. Namun pada pembiayaan 

yang kedua pada pertenagahan tahun 2019 saya mengalami 

kesulitan mengangsur dan macet pada pertengahan 2020 karena 

usahanya sepi dan pendapatannya menurun.” 

g. Kendala apa saja yang menyebabkan kesulitan dalam mengangsur? 

Jawab: “Pendapatan usaha menurun karena pelanggan yang sepi.” 

h. Bagaimana penanganan pihak KSPPS dalam membantu pembiayaan 

bapak/ibu yang kurang lancar? 

Jawab: “Pihak KSPPS akan menyarankan kebijakan rescheduling.” 

i. Apakah bapak/ibu diberikan kebebasan untuk ikut serta dalam menentukan 

pelaksanaan rescheduling? 

Jawab: “Tidak.” 

j. Apakah pihak KSPPS melakukan survey sebelum rescheduling? 

Jawab: “Iya, pihak KSPPS melakukan survey tempat usaha sebelum 

rescheduling.” 

k. Apakah jumlah angsuran setelah rescheduling sudah sesuai dengan 

kemampuan bapak/ibu? 
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Jawab: “Benar, jumlah angsurannya disesuaikan dengan kemampuan 

saya.” 

l. Apakah ada tambahan biaya saat pelaksanaan rescheduling? 

Jawab: “Ada, biaya untuk asuransi dan biaya materai.” 

m. Apakah ada pengawasan pembiayaan yang dilakukan pihak KSPPS setelah 

kebijakan  rescheduling dilakukan? 

Jawab: “Pihak KSPPS ada menelpon setiap bulannya, tapi cuma untuk 

untuk memberi tahu jadwal pembayaran saja.” 

n. Apakah kebijakan rescheduling yang diberikan pihak KSPPS mampu 

mengatasi kesulitan bapak/ibu dalam mengangsur kembali? 

Jawab: “Rescheduling membantu saya untuk mengangsur kembali 

kewajiban saya dengan tepat waktu, karena jumlah angsuran 

disesuikan dengan kemampuan dan keadaan saya.” 

o. Kendala dan hambatan yang bapak/ibu alami setelah proses rescheduling? 

Jawab: “Alhamdulillah tidak kendala dan hambatan, malah dengan adanya 

rescheduling saya merasa terbantu. Dan selesai 5 bulan lagi.” 

p. Apakah bapak/ibu puas dengan pelaksanaan rescheduling? 

Jawab: “Sangat puas, karena dapat membantu saya untuk mengangsur 

kembali.” 

 

2. Tanggal : 15 Februari 2022 

 Narasumber : Ibu D 

 Jabatan : Nasabah Pembiayaan 

 

a. Akad pembiayaan yang dilakukan? 

Jawab: “Murabahah.” 

b. Sejak kapan menggunakan fasilitas pembiayaan? 

Jawab: “Awal tahun 2019.” 

 

 

c. Pembiayaan yang di dapat dipergunakan untuk apa? 

Jawab: “Tambahan modal usaha laundry.” 

d. Apakah sebelum diberikan pembiayaan, pihak KSPPS melakukan survey? 

Jawab: “Ada, survey untuk melihat tempat tinggal, usaha dan jaminan.” 

e. Apakah ada pengawasan dari pihak KSPPS setelah pencairan dana? 

Jawab: “Ada, pihak KSPPS akan menelpon 3 hari sebelum jadwal 

pembayaran setiap bulan.” 
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f. Apakah bapak/ibu mengalami kesulitan mengangsur? 

Jawab: “1 tahun awal saya masih lancar dalam mengangsur, namun saat 

usaha laundry saya sepi karna pelanggan yang umumnya 

mahasiswa belajar daring dan pulang kampung karna covid 19.” 

g. Kendala apa saja yang menyebabkan kesulitan dalam mengangsur? 

Jawab: “Pendapatan menurun karena pelanggan yang sepi, gaji dari suami 

juga tidak lancar sehingga pendapatan yang diterima digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.” 

h. Bagaimana penanganan pihak KSPPS dalam membantu pembiayaan 

bapak/ibu yang kurang lancar? 

Jawab: “Pihak KSPPS akan menyarankan kebijakan rescheduling.” 

i. Apakah bapak/ibu diberikan kebebasan untuk ikut serta dalam menentukan 

pelaksanaan rescheduling? 

Jawab: “Tidak.” 

j. Apakah pihak KSPPS melakukan survey sebelum rescheduling? 

Jawab: “Iya, pihak KSPPS melakukan survey tempat usaha sebelum 

rescheduling.” 

k. Apakah jumlah angsuran setelah rescheduling sudah sesuai dengan 

kemampuan bapak/ibu? 

Jawab: “Benar.” 

l. Apakah ada tambahan biaya saat pelaksanaan rescheduling? 

Jawab: “Ada, biaya untuk asuransi dan biaya materai.” 

m. Apakah ada pengawasan pembiayaan yang dilakukan pihak KSPPS setelah 

kebijakan  rescheduling dilakukan? 

Jawab: “Pihak KSPPS ada menelpon setiap bulannya, tapi cuma untuk 

untuk memberi tahu jadwal pembayaran saja.” 

n. Apakah kebijakan rescheduling yang diberikan pihak KSPPS mampu 

mengatasi kesulitan bapak/ibu dalam mengangsur kembali? 

Jawab: “Awalnya adanya rescheduling sangat mampu mengatasi kesulitan, 

dan saya bisa mengangsur sesuai jadwal yang ditentukan, namun 

karna semakin lama usaha semakin menurun, saya tidak mampu 

membayar angsuran tepat waktu atau macet kembali.” 

o. Kendala dan hambatan yang bapak/ibu alami setelah proses rescheduling? 

Jawab: “Usaha semakin menurun, sehingga pendapatan hanya bisa untuk 

mencukupi kebutuhan sehari-hari, gaji suami juga tidak lancar.” 

p. Apakah bapak/ibu puas dengan pelaksanaan rescheduling? 

Jawab: “Puas, karena dapat membantu saya untuk mengangsur.” 
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3. Tanggal : 15 Februari 2022 

 Narasumber : Bapak S 

 Jabatan : Nasabah Pembiayaan 

 

a.  Akad pembiayaan yang dilakukan? 

Jawab: “Murabahah.” 

b. Sejak kapan menggunakan fasilitas pembiayaan? 

Jawab: “Awal tahun 2020.” 

c. Pembiayaan yang di dapat dipergunakan untuk apa? 

Jawab: “Pembelian sepeda motor.” 

d. Apakah sebelum diberikan pembiayaan, pihak KSPPS melakukan survey? 

Jawab: “Iya ada.” 

e. Apakah ada pengawasan dari pihak KSPPS setelah pencairan dana? 

Jawab: “Ada, pihak KSPPS akan menelpon 3 hari sebelum jadwal 

pembayaran setiap bulan.” 

f. Apakah bapak/ibu mengalami kesulitan mengangsur? 

Jawab: “1 tahun awal saya masih lancar dalam mengangsur, namun setelah 

terjadi kecelakaan dan kaki saya patah, saya tidak bisa bekerja dan 

penurunan pendapatan.” 

g. Kendala apa saja yang menyebabkan kesulitan dalam mengangsur? 

Jawab: “Tidak bisa bekerja karna kaki patah akibat kecelakaan.” 

h. Bagaimana penanganan pihak KSPPS dalam membantu pembiayaan 

bapak/ibu yang kurang lancar? 

Jawab: “Pihak KSPPS akan menyarankan kebijakan rescheduling.” 

i. Apakah bapak/ibu diberikan kebebasan untuk ikut serta dalam menentukan 

pelaksanaan rescheduling? 

Jawab: “Tidak.” 

j. Apakah pihak KSPPS melakukan survey sebelum rescheduling? 

Jawab: “Iya ada.” 

k. Apakah jumlah angsuran setelah rescheduling sudah sesuai dengan 

kemampuan bapak/ibu? 

Jawab: “Benar, jumlah angsurannya disesuaikan dengan kemampuan 

saya.” 

l. Apakah ada tambahan biaya saat pelaksanaan rescheduling? 

Jawab: “Ada, biaya untuk asuransi dan biaya materai.” 
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m. Apakah ada pengawasan pembiayaan yang dilakukan pihak KSPPS setelah 

kebijakan  rescheduling dilakukan? 

Jawab: “Pihak KSPPS ada menelpon setiap bulannya untuk memberi tahu 

jadwal pembayaran saja.” 

n. Apakah kebijakan rescheduling yang diberikan pihak KSPPS mampu 

mengatasi kesulitan bapak/ibu dalam mengangsur kembali? 

Jawab: “Iya, Rescheduling membantu saya untuk mengangsur kembali 

kewajiban saya, karena jumlah angsuran disesuikan dengan 

kemampuan dan keadaan saya. Awalnya memang saya masih 

sering telat dalam membayar angsuran, namun setelah saya 

sembuh dan bisa bekerja kembali saya dapat mengangsur tepat 

waktu.” 

o. Kendala dan hambatan yang bapak/ibu alami setelah proses rescheduling? 

Jawab: “Belum bekerja karna kaki patah setelah kecelakaan.” 

p. Apakah bapak/ibu puas dengan pelaksanaan rescheduling? 

Jawab: “Puas.” 

 

 

4. Tanggal : 17 Februari 2022 

 Narasumber : Ibu N 

 Jabatan : Nasabah Pembiayaan 

 

a. Akad pembiayaan yang dilakukan? 

Jawab: “Ba‟i Bitsamal Ajil.” 

b. Sejak kapan menggunakan fasilitas pembiayaan? 

Jawab: “Pertengahan tahun 2018.” 

c. Pembiayaan yang di dapat dipergunakan untuk apa? 

Jawab: “Tambahan modal usaha sembako.” 

d. Apakah sebelum diberikan pembiayaan, pihak KSPPS melakukan survey? 

Jawab: “Iya, pihak BTM ada survey dulu.” 

e. Apakah ada pengawasan dari pihak KSPPS setelah pencairan dana? 

Jawab: “Ada, pihak KSPPS akan menelpon 3 hari sebelum jadwal 

pembayaran setiap bulan.” 

f. Apakah bapak/ibu mengalami kesulitan mengangsur? 

Jawab: “Awalnya saya masih lancar dalam mengangsur, namun pada 

pertengahan tahun 2020 usahanya sepi dan pendapatannya 

menurun dan suaminya berhenti bekerja karna covid 19.” 
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g. Kendala apa saja yang menyebabkan kesulitan dalam mengangsur? 

Jawab: “Pendapatan usaha menurun karena pelanggan yang sepi, dan 

suami berhenti bekerja karna covid 19.” 

h. Bagaimana penanganan pihak KSPPS dalam membantu pembiayaan 

bapak/ibu yang kurang lancar? 

Jawab: “Pihak KSPPS akan menyarankan kebijakan rescheduling.” 

i. Apakah bapak/ibu diberikan kebebasan untuk ikut serta dalam menentukan 

pelaksanaan rescheduling? 

Jawab: “Tidak.” 

j. Apakah pihak KSPPS melakukan survey sebelum rescheduling? 

Jawab: “Iya, pihak KSPPS melakukan survey tempat usaha sebelum 

rescheduling.” 

k. Apakah jumlah angsuran setelah rescheduling sudah sesuai dengan 

kemampuan bapak/ibu? 

Jawab: “Benar, jumlah angsurannya disesuaikan dengan kemampuan 

saya.” 

l. Apakah ada tambahan biaya saat pelaksanaan rescheduling? 

Jawab: “Ada, biaya untuk asuransi dan biaya materai.” 

m. Apakah ada pengawasan pembiayaan yang dilakukan pihak KSPPS setelah 

kebijakan  rescheduling dilakukan? 

Jawab: “Palingan menelpon cuma untuk untuk memberi tahu jadwal 

pembayaran saja.” 

n. Apakah kebijakan rescheduling yang diberikan pihak KSPPS mampu 

mengatasi kesulitan bapak/ibu dalam mengangsur kembali? 

Jawab: “Rescheduling membantu saya untuk mengangsur kembali 

kewajiban saya dengan tepat waktu.” 

o. Kendala dan hambatan yang bapak/ibu alami setelah proses rescheduling? 

Jawab: “Alhamdulillah tidak kendala dan hambatan, malah dengan adanya 

rescheduling saya merasa terbantu.” 

p. Apakah bapak/ibu puas dengan pelaksanaan rescheduling? 

Jawab: “Sangat puas, karena saya merasa terbantu dengan adanya 

rescheduling dan jumlah angsurannya sesuai dengan kemampuan 

saya.” 
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5. Tanggal : 17 Februari 2022 

 Narasumber : Ibu R 

 Jabatan : Nasabah Pembiayaan 

 

a. Akad pembiayaan yang dilakukan? 

Jawab: “Ba‟i Bitsamal Ajil.” 

b. Sejak kapan menggunakan fasilitas pembiayaan? 

Jawab: “Tahun 2018.” 

c. Pembiayaan yang di dapat dipergunakan untuk apa? 

Jawab: “Tambahan modal usaha harian.” 

d. Apakah sebelum diberikan pembiayaan, pihak KSPPS melakukan survey? 

Jawab: “Iya, Pihak KSPPS melakukan survey untuk melihat keadaan tempat 

tinggal, usaha dan jaminan.” 

 

e. Apakah ada pengawasan dari pihak KSPPS setelah pencairan dana? 

Jawab: “Ada, pihak KSPPS akan menelpon 3 hari sebelum jadwal 

pembayaran setiap bulan.” 

f. Apakah bapak/ibu mengalami kesulitan mengangsur? 

Jawab: “Saya mengalami kesulitan memngangsur pada pertengahan tahun 

2020, hal itu karena usaha mulai sepi dan pendapatan menurun.” 

g. Kendala apa saja yang menyebabkan kesulitan dalam mengangsur? 

Jawab: “Pendapatan usaha menurun karena pelanggan yang sepi.” 

h. Bagaimana penanganan pihak KSPPS dalam membantu pembiayaan 

bapak/ibu yang kurang lancar? 

Jawab: “Pihak KSPPS akan menyarankan kebijakan rescheduling.” 

i. Apakah bapak/ibu diberikan kebebasan untuk ikut serta dalam menentukan 

pelaksanaan rescheduling? 

Jawab: “Tidak.” 

j. Apakah pihak KSPPS melakukan survey sebelum rescheduling? 

Jawab: “Iya, pihak KSPPS melakukan survey tempat usaha sebelum 

rescheduling.” 

k. Apakah jumlah angsuran setelah rescheduling sudah sesuai dengan 

kemampuan bapak/ibu? 

Jawab: “Benar, jumlah angsurannya disesuaikan dengan kemampuan 

saya.” 

l. Apakah ada tambahan biaya saat pelaksanaan rescheduling? 

Jawab: “Ada, biaya untuk asuransi dan biaya materai.” 



98 
 

 
 

m. Apakah ada pengawasan pembiayaan yang dilakukan pihak KSPPS setelah 

kebijakan  rescheduling dilakukan? 

Jawab: “Ada, menelpon untuk memberi tahu jadwal pembayaran setiap 

bulan.” 

n. Apakah kebijakan rescheduling yang diberikan pihak KSPPS mampu 

mengatasi kesulitan bapak/ibu dalam mengangsur kembali? 

Jawab: “Awalnya adanya rescheduling sangat mampu mengatasi kesulitan, 

dan saya bisa mengangsur sesuai jadwal yang ditentukan, namun 

karna semakin lama usaha semakin menurun, saya tidak mampu 

membayar angsuran tepat waktu.” 

o. Kendala dan hambatan yang bapak/ibu alami setelah proses rescheduling? 

Jawab: “Usaha sepi sehingga pendapatan semakin menurun.” 

p. Apakah bapak/ibu puas dengan pelaksanaan rescheduling? 

Jawab: “Puas, karena dapat membantu saya untuk mengangsur sesuai 

dengan kemampuan saya.” 

 

 

Lampiran 3 Data Pencapaian Target KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang 

Bandar Buat 

 
Data Pencapaian Target KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat Tahun 

2017 
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 Data Pencapaian Target KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat Tahun 

2019 

Data Pencapaian Target KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat Tahun 

2019 
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 Data Pencapaian Target KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat Tahun 

2020 

 Data Pencapaian Target KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat Tahun 

2021 
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Lampiran 4 Data Pembiayaan Bermasalah 

Pembiayaan Bermasalah KSSPS BTM 

Sumatra Barat Cabang Bandar Buat Tahun 2017-2021 

Tahun Pembiayaan Bermasalah (Dalam Rupiah) 

2017 209.086.379 

2018 359.330.748 

2019 252.466.644 

2020 489.962.838 

2021 473.271.753 

 

 

 

Lampiran 5 Data Nasabah Rescheduling 

Data Nasabah Rescheduling Pada KSSPS BTM 

Sumatra Barat Cabang Bandar Buat Tahun 2017-2021 

Thn 
Bulan 

Jml 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 

2017 1 1 0 0 1 1 1 0 1 4 4 13 27 

2018 5 5 3 3 1 0 1 3 4 5 1 9 37 

2019 3 2 0 3 4 4 7 2 0 2 1 6 34 

2020 1 1 2 0 0 7 4 4 7 4 7 4 41 

2021 3 3 0 3 6 2 2 3 5 2 3 6 38 
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Lampiran 6 Brosur 
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Lampiran 7 Formulir Permohonan Pembiayaan 

 



105 
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Lampiran 8 Surat Tugas Pra Seminar 
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Lampiran 9 Surat Tugas Seminar Proposal 
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Lampiran 10 Surat Tugas Pembimbing Skripsi 
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Lampiran 11 Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 12 Surat Setelah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 13 Dokumentasi 

Keterangan: wawancara dengan Pimpinan Cabang Bandar Buat Mengenai Data 

Pembiayaan Bermasalah 

 
Keterangan: wawancara dengan Pimpinan Cabang Bandar Buat tentang 

Pelaksanaan Rescheduling 
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Keterangan: wawancara dengan Account Officer (AO) Cabang Bandar Buat 

tentang Pelaksanaan Rescheduling 

 
Keterangan: wawancara dengan Account Officer (AO) Cabang Bandar Buat 

Mengenai Data Nasabah Pembiayaan Bermasalah 


